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melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa penyusunan
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029. Renstra akan
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kera
(Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu,
Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
tahunan sesual dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan
yang telah ditetapkan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang
bersih, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel diperlukan
perencanaan strategis yang mampu memberikan arah dan prioritas
kinerja hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional bahwa setiap
pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan untuk
periode 5 (lima) tahun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan
nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk unsur
perangkat daerahnya. Sehingga, setiap Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Startegis Peragkat Daerah Tahun 2025-2029,
bahwa Gubernur terpilih memerintahkan seluruh kepala perangkat
daerah untuk menyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses
penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan yang bersifat operasional dan memuat arah
pembangunan jangka menengah selama S (lima) tahun ke depan.
Dokumen ini menjadi landasan bagi Perangkat Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, terukur, dan

terintegrasi yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
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pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat
indikatif seperti yang diamatkan dalam pasal 11 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 .

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perangkat
daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
non pelayanan dasar dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan,
juga salah satu perangkat daerah yang berkewajiban menyusun
Rencana Strategis. Sesuai dengan tujuan daerah dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung meningkatnya tata
kelola pemerintahan yang akuntabel dengan mewujudkan birokrasi
yang adaptif, bersih dan melayani yaitu dengan penguatam tata kelola
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah,
menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan
bebas korupsi. Sehingga dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-
2029, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada
Terwujudnya Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN.
Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses pembangunan
daerah akan berjalan lebih efektif dan efesien, dan akan dihasilkan
suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah,
terpadu, dan berkesinambungan. Dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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tahun 2025-2029, memperhatikan : (1) Kesesuaian sasaran dan arah
kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-
2029; (2) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja perangkat daerah
dalam tahun 2020-2024; (3) Isu-isu strategis yang berkembang; (4)
Kebijakan Nasional; dan (5) Regulasi yang berlaku.

Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-
2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu
Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan
yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
disususn akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
selanjutnya subtansi RKA tersebut akan tercermin pada rancangan

anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6264);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1312);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri
D);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2024 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2025 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20
Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor: 188.44/100.3.3.1/250/BKPSDMD /2025 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.
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1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2025 — 2029 adalah :

a.

Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan,
kebersamaan, dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus memberikan
motivasi, pengembangan inisiatif, dan kreatifitas untuk
meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah;
Memberi pedoman dalam penyusunan program dan Kkegiatan
untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2025-2029;

Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

Sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;

Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan
pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan
optimalisasi kinerja;

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
& penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran selama S (lima) tahun kedepan;

Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi
antara Sekretariat dan Bidang-bidang yang ada pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025- 2029 adalah:

a. Membangun sistem akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;

b. Menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja bidang di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
mencapai tujuan dan sasaran sekaligus memberikan motivasi,
pengembangan inisiatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan
kinerja dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

c. Menampung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas urusan

Kepegawaian dan urusan Pendidikan Pelatihan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas gambaran kondisi yang
mendasari  disusunya  Renstra  BKPSDMD  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 serta
dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai
strategis Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Memuat penjelasan tentang identifikasi dasar hukum yang
relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
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1.3.

1.4.

BAB II

2.1.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah
penyusunan produk hukum.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan uraian maksud dan tujuan penyusunan
Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sistematika Penulisan

Menguraikan dan menjelaskan sistematika penulisan yang
berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam
Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025-2029.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum
pembentukan BKPSDMD, struktur organisasi, serta uraian
tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah
kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Uraian tentang struktur organisasi BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (proses, prosedur,
mekanisme).

Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang
dimiliki oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber
daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih
beroperasional.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BKPSDMD
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2.2.
2.2.1

2.2.2

BAB III
3.1.

3.2.

3.3.

Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung berdasarkan
sasaran/target Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung periode sebelumnya, menurut indikator
lain yang telah diratifikasi/sepakati.

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan rumusan permasalahan yang merupakan
pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis

Mengindetifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu
global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara
langsung ataupun tidak langsung berdasarkan RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
jangka menengah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025-2029;

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran
jangka menengah Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025-2029;

Strategi BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun

2025-2029;
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Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima

tahun mendatang;

3.4. Arah kebijakan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Tahun 2025-2029;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah
kebijakan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan
pagu indikatif;

4.4 Uraian Subkegiatan dalam mendukung program prioritas
Pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci
(IKK) BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-
2029.

BABV PENUTUP

LAMPIRAN
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan BKPSDMD
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKPSDMD
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugas, fungsi dan
struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara
lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Susunan organisasi organisasi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas:
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan,;

2. Subbagian Umum,;
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan

Kompetensi ASN, membawahi:

1. Ketua Tim Pengadaan dan Pemberhentian;

2. Ketua Tim Data, Infomasi dan Fasilitasi Profesi ASN;

3. Ketua Tim Pengembangan Kompetensi ASN;
d. Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur,

membawabhi:

1. Ketua Tim Mutasi dan Promosi ASN;

2. Ketua Tim Kepangkatan;

3. Ketua Tim Disiplin, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
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e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi:
1. Ketua Tim Sertifikasi Kelembagaan dan Kerja Sama;
2.Ketua Tim Pegembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional;

3. Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Teknis.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi
penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang
menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang

kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi
kewenangan Provinsi;

b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian
dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan
Provinsi;

c. penyelenggaraan  pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan
bidang pendidikan dan pelatihan;

d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi
penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian
dan bidang pendidikan dan pelatihan;

e. penyelenggaran administrasi Badan Kepegawaian Daerah;

f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dipimpin seorang Kepala Badan selaku kepala Perangkat Daerah

dengan dibantu unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian dan
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yaitu: Sekretaris,
Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian, Ketua Tim Kerja dan Kelompok
Jabatan Fungsional (struktur organisasi terlampir). Dengan uraian
tugas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan
struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya  Manusia Daerah  mempunyai tugas Memimpin,

mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan

fungsi penunjang bidang kepegawaian, dan pengembangan
sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan Provinsi
sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Badan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang
kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
kepegawaian, dan bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah;

c. penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

d. penyelenggaraan pemantauan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian, dan bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian UPTB;
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f. penyelenggaraan evaluasi SAKIP;
g. penyelenggaraan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
h. penyelenggaraan penilaian SPIP;
i. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
k. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir,

mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,

mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi

perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu

Kepala Badan  mengoordinasikan  bidang-bidang.  Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program
kerja Badan;

penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan
bahan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan
pengembangan sumber daya ~manusia daerah yang
dilaksanakan oleh bidang-bidang;

penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta
keuangan;

penyelenggaraan dan pengkoordinasian perencanaan;
penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan
administrasi keuangan meliputi penganggaran,
penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan Badan;

penyelenggaraan dan pengkoordinasian
pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan

formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi,
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pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun
pegawai Badan;

penyelenggaraan dan pengkoordinasian
pelayanan administrasi umum  meliputi ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan,
pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan
serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTB;
penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyiapan bahan dan
penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan lingkup Badan;

penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan dan
pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,
TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Badan;
penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengolahan bahan
tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan
rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan
realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial
dibidang kepegawaian;

. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTB;

penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi
dan koordinasi reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintahan (SAKIP);

penyelenggraaan penilaian SPIP;

penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan;

penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
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Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

membawahi 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

1.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyusun,
merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat
konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan
teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian

Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja
Badan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan
kebijakan teknis perencanaan;

c. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi
kerja sama dengan unit kerja terkait;

d. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data dan informasi;

e. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,
TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup
Badan;

f. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;

g. pelaksanaan perencanaan pengendalian kegiatan
subbagian perencanaan;

h. pelaksanaan  perencanaan dan  penyiapan bahan
pemantauan dan pengendalian program badan serta UPTB;

i. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi
pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta

UPTB;
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j- pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan verifikasi,
bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap
permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan
hibah/bantuan sosial di bidang kepegawaian;

k. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan
perencanaan,;

l. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan
koordinasi  sistem = akuntabilitas  kinerja  instansi
pemerintahan (SAKIP);

m. pelaksanaan penilaian SPIP;

n. pelaksanaan pementauan, evaluasi serta laporan;

o. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas mempunyai tugas
menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan,
membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan
kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan
kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan
barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan
kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Badan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian
Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan

kebijakan teknis umum dan keuangan;

c. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan;

d. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan;

e. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian;

f. pelaksanaan  perencanaan dan  penyiapan bahan

kesejahteraan pegawai;
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g. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan efisiensi
dan tata laksana;

h. pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan
barang milik daerah;

i. pelaksanaan perencanaan kehumasan Badan;

j- pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan Badan;

k. pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan
keuangan;

l. pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi
keuangan;

m. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan
dokumen anggaran;

n. pelaksanaan  penyiapan bahan dan  penyusunan
pertanggungjawaban anggaran Badan;

o. pelaksanaan  perencanaan  pengadministrasian dan
penatausahaan keuangan;

p. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan
pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  pengelolaan
keuangan;

q.- pelaksanaan perencanaan koordinasi kegiatan termasuk
penyelesaian hasil pengawasan;

r. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan
koordinasi reformasi birokrasi (RB);

s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

t. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan
Kompetensi ASN
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan
Kompetensi ASN mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir,

mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi
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dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan
penyusunan kebijakan di Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Informasi  Kepegawaian dan  Kompetensi  ASN. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan

Kompetensi ASN menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program
kerja di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi
Kepegawaian dan Kompetensi ASN;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan
penyusunan rumusan  kebijakan  teknis  Pengadaan,
Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Kompetensi ASN;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaan dan
pemberhentian Pegawai ASN, data dan informasi Pegawai ASN
dan Lembaga Profesi ASN;

d. penyelenggaraan verifikasi rencana kebutuhan, jenis dan
jumlah jabatan ASN berdasarkan analisa kebutuhan Pegawai
ASN dan analisa beban kerja, pengelolaan data dan usulan
tambahan formasi Pegawai ASN untuk pengedaan Pegawai
ASN;

e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaan dan seleksi
calon ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan
sekolah kedinasan, penyebarluasan informasi penerimaan
calon ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan
sekolah kedinasan;

f. penyelenggaraan verifikasi konsep penetapan nomor induk
Pegawai ASN dan permasalahan nomor induk Pegawai ASN
serta verifikasi rencana kebutuhan dan penataan pegawai

tenaga kontrak;
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penyelenggaraan dan pengoordinasian administrasi
pemberhentian, pengelolaan data dan sistem informasi
kepegawaian serta penyusunan profil pegawai;
penyelenggaraan verifikasi pembuatan kartu identitas pegawai,
kartu istri dan kartu suami;

penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan
pelayanan, penyajian data, sistem aplikasi dan informasi
kepegawaian;

pelaksanaan perencanaan dan pembuatan konsep pemberian
tunjangan tambahan penghasilan Pegawai ASN;
penyelenggaraan dan pengoordinasian fasilitasi kelembagaan
profesi ASN;

penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan konsep
bahan fasilitasi olahraga, seni budaya, mental dan rohani
pegawai;

. penyelenggaraan verifikasi konsep pemberian bantuan sosial,
bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan hukum ASN;
penyelenggaraan dan pengoordinasian pembekalan pegawai
yang akan menjalani masa purna bakti;

penyelenggaraan verifikasi proses administrasi tabungan
perumahan rakyat, jaminan Kesehatan kerja dan jaminan
Kesehatan nasional;

penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber
belajar, kerja sama antar lembaga, pendidikan formal dan
peningkatan pengembangan ASN;

penyelenggaraan verifikasi bahan seleksi dan proses
administrasi tugas belajar ASN serta proses surat izin belajar
dan surat keputusan tugas belajar ASN melalui Pendidikan
formal,

penyelenggaraan verifikasi usulan dan juknis pelaksanaan

kegiatan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
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s. penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanaan penilaian
kompetensi ASN dan kader potensial menggunakan metode
Assesment Center atau metode lainnya yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

t. penyelenggaraan sertifikasi jabatan ASN, sertifikasi jabatan
fungsional,

u. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan
administrasi diklat dan fasilitasi kontribusi pelaksanaan
pengembangan kompetensi diluar BKPSDM

v. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

w. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;

xX. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur

Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja Aparatur

mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan,

memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan
mengendalikan  pengkajian, penyiapan, perumusan dan
penyusunan kebijakan di Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian

Kinerja Aparatur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

tersebut di atas, Bidang Mutasi, Promosi, dan Penilaian Kinerja

Aparatur menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program
kerja dan kegiatan di Bidang, Mutasi, Promosi, dan Penilaian
Kinerja Aparatur;

b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan
penyusunan rumusan kebijakan teknis mutasi, promosi, dan
penilaian kinerja aparatur;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan
administrasi mutasi, promosi, kepangkatan, penghargaan,

disiplin, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
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penyelenggaraan verifikasi dokumen mutasi dan menyusun
rekomendasi pengangkatan dan penempatan ASN serta konsep
usulan penempatan dari dan dalam jabatan pegawai
berdasarkan klasifikasi jabatan;

penyelenggaraan verifikasi konsep keputusan pengangkatan
dan penempatan ASN serta pelantikan ASN;

penyelenggaraan verifikasi dokumen mutasi, menyusun
rekomendasi dan konsep keputusan pengangkatan serta
penempatan ASN Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah
lainnya;

penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanaan seleksi pegawai
pindahan dan berkas usulan promosi;

penyelenggaraan verifikasi konsep keputusan pengangkatan,
pembebasan dan pengangkatan kembali jabatan fungsional,
penyelenggaraan  verifikasi konsep dan = memfasilitasi
pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) dan jabatan
administrasi;

penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan serta
sarana prasarana simulasi penilaian kompetensi;
penyelenggaraan verifikasi konsep daftar penjagaan kenaikan
pangkat;

penyelenggaraan verifikasi, penyusunan serta verifikasi berkas
usulan kenaikan pangkat jabatan pimpinan tinggi,
administrator, pengawas, fungsional dan pelaksana;

. penyelenggaraan verifikasi penyusunanan draft keputusan
kenaikan pangkat;

penyelenggaraan verifikasi bahan usulan penyesuaian gelar
Pendidikan dan konsep peninjauan masa kerja pegawai;
penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan
kepangkatan dalam Sistem Aplikasi Pangkat Kepegawaian

(SAPK) dan Docu Digital;
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p. penyelenggaraan verifikasi konsep pelaksanan  proses
penyelesaian administrasi kenaikan pangkat pangkat golongan
IV Kabupaten /Kota;

q. penyelenggaraan verifikasi pembuatan konsep penilaian
kinerja berbasis sistem teknologi informasi,

r. penyelenggaraan  perencanaan dan = penyiapan  bahan
pembinaan Pegawai ASN;

s. penyelenggaraan pembuatan konsep administrasi cuti, surat
rekomendasi dan izin ASN;

t. penyelenggaraan perencanaan, penyiapan dan pemrosesan
bahan pemberian tanda jasa bagi Pegawai ASN;

u. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

v. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;

w. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

memverifikasi, = mengoordinir,  mempromosikan, memimpin,

mengawas, membina, mengevaluasi dan  mengendalikan

pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di menyelenggarakan

fungsi:

a. penyelenggaraan atas, Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia

b. dan pengoordinasian penyusunan program kerja di Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan
penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan sumber
daya manusia,;

d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan sumber

daya manusia dengan bidang/instansi terkait;
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penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan Lembaga
Sertifikasi Profesi Pemerintah Dalam Negeri Pemerintah
Provinsi;

penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi kompetensi
ASN Pemerintah Daerah Provinsi dan ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, pengembangan kompetensi bagi pimpinan
daerah dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,
kepemimpinan dan prajabatan, pengembangan kompetensi
teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi
penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, Perangkat
Daerah penunjang dan penyelenggara urusan pemerintahan
umum;

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kompetensi
melalui jalur klasikal maupun non klasikal untuk
pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis;
pelaksanaan perencanaan dan penyiapan fasilitasi
pengembangan kompetensi manajerial bagi pimpinan daerah
dan  jabatan pimpinan  tinggi, jabatan  fungsional,
kepemimpinan dan prajabatan dari Kabupaten
/Kota/Instansi/Lembaga terkait;

penyelenggaran dan pengoordinasian orientasi tugas dan
pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota;
penyelenggaraan dan  pengoordinasian mutu  kualitas
penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi
manajerial, fungsional dan teknis dari
Kabupaten/Kota/Instansi/Lembaga terkait dan penjaminana
mutu terhadap penyelenggaraan pendalaman tugas DPRD
Kabupaten/Kota yang  dilaksanakan oleh  Perguruan
Tinggi/Lembaga lain di Provinsi;

penyelenggaraan verifikasi usulan penerbitan sertifikat

kompetensi pemerintahan, sertifikat pelatihan klasikal dan non

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | RENSTRA 2025-2029 | 25



klasikal untuk pengembangan kompetensi manajerial,
fungsional dan teknis;

l. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan hasil uji
kompetensi sampai identifikasi sampai identifikasi bentuk
Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (APKP);

m. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan
kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi;

n. penyelenggaraan dan pengoordinasian sumber belajar dan
Kerja sama penyelenggaraan pengembangan sumber daya
manusia dengan Kabupaten/Kota/Instansi terkait;

o. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan
kurikulum/materi pengembangan kompetensi berdasarkan
AKD/AKPK/HCDP;

p. penyelenggaraan verifikasi rancangan Kerja sama
penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;

q. penyelenggaraan dan pengoordinasian inventarisasi,
penyusunan database dan diseminasi hasil inovasi Diklat
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;

r. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kalender
tahunan, jurnal/majalah dan profil badan;

s. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

t. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;

u. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara sistematis, struktur organisasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:
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GAMBAR 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEPALA BADAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN SUBBAGIAN
Perencanaan Umum

BIDANG
Pengadaan, Pemberhentian, Informasi
Kepegawaian dan Kompetensi ASN

SEKRETARIAT

BIDANG
Mutasi, Promosi & Penilalan Kinerja
Aparatur

SUB BIDANG SUB BIDANG
Pengadaan & Pemberhentian Mutasi & Promosi

SUB BIDANG
Dalty, Informasi Kepegawaian &
Fasilitas ASN

BIDANG
Pengembagan Sumber Daya Manusia

5SUB BIDANG
Sertifikasi, Kelembagaan & Kerjasama

SUB BIDANG
Pengembangan Kompentensi
Manajeriol & Fungsional

SUH BIDANG
Disiplin, Pendlaian & Evaluasi Kinerja

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
Pengembangan Kompetensi ASN Kepangkatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Sumber : Sub Bagian Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepualuan Bangka Belitung melayani seluruh Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ASN
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, per 30 September
2025 seluruhnya berjumlah 6.743 orang terdiri dari 3.345 berjenis
kelamin laki-laki dan 3.398 berjenis kelamin perempuan, dengan

rincian sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Statistik ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

=23 PROVINS! KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STATISTIK ASN

PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
PER 30 SEPTEMBER 2025
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Jumlah PNS Prov. Kep. Babel
Berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan Struktural dan Fungsional

JENIS KELAMIN
NO. ESELON JUMLAH PERSENTASE
LAKI-LAKI | PEREMPUAN
1 I-b 0 0 0
2 Il-a 17 1 18
24
3 Il-b 5 1 6
416 6,17%
4 Ill-a 99 36 135
183
5 I-b 43 5 48
6 IV-a 148 61 209 209
Non Eselon :
7 |- Pelaksana 1024 866 1890
6327 | 93,83%
8 | Fungsional (JF) 2009 2428 4437
TOTAL 3345 3398 6743 100%

Sumber : Bidang PPIKKA BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sept 2025

Berdasarkan data di atas diketahui jabatan struktural yang

terisi per 30 September 2025 sebanyak 416 orang, jabatan fungsional

sebanyak 4437 orang, jabatan pelaksana sebanyak 1890. Dengan

perbandingan jabatan fungsional tertentu jumlahnya lebih banyak

dari jabatan fungsional umum.

Selain daripada itu jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

pangkat golongan dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.2
Rekapitulasi Jumlah PNS Prov. Kep. Babel
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang Dan Pendidikan Terakhir

PENDIDIKAN TERAKHIR
NO. PANGKAT ool JUMLAH TOTAL
RUANG 53 52 s1 04 [}] D2 D1 |SLTA/Sederajat| SLTP sD
1 |Pembina Utama /e 1 2 [ 0 0 0 2 J J 0 3
2 |Pembina Utama Macya | IV/d 3 13 ¢ 0 0 0 Q J J 0 22
3 |Pembina Utama Muda Ivfc 6 51 43 1 0 0 0 a J 0 111 838
3 |Pembina TK | 1k 9 124 210 0 0 0 a a a 0 343
S |Pembina 1Vfa 0 207 153 3 1 0 2 2 2 0 403
& |Penata TK. | I1/d 1 327 1522 35 25 0 J 4 J 0 1014
7 |Penara /e 0 37 464 20 117 0 0 2 J 0 630 3870
& |Penata MudaTK | 17k 0 36 551 38 165 2 aJ 3¢ a 0 801 :
S |Penata Muda 1lfa 0 1 131 47 71 0 0 1.5 2 0 355
10 |Mengatur TK.| I/d 0 0 4 0 74 1 J 7 J 0 154
11 Pn|llur 3 0 0 [ 1 111 1 2 7-1 3 0 184 341
12 |Pesgatur Muda TK. | I/t 0 a C [ ] 0 0 X 2 0 €
13 |Peapatur Muda Il/2 0 0 o 0 0 0 Pl 2 J 0 2
1£ | ra TK | d 0 0 o 0 0 0 a 1 b 1 1
15 |uru I/t 0 0 C 0 0 0 a ] : 1 2 3
16 [JuroMuda TK. | /2 0 0 1] 0 0 0 Pl J J 0 Q
17 [hruMuda 1/a 0 0 C 0 0 0 9 J J 0 ]
18 |3« % 0 PE] o 0 0 n 0 a a n 3
19 |P3K X 0 2 1269 28 0 0 J a J 0 1200
20 |3 il 0 0 C 0 79 0 ) a J 0 7
21 |P3K \ 0 0 C 0 0 0 J 292 J 0 292 1641
22 |P3K Xl 0 1 [ 0 0 0 bl 2 2 0 2 ¢
23 |P3K 0 0 C [ 0 0 3 J J 6 5
25 |P3K 1} 0 o C 0 0 0 3 a 20 0 &0
20 934 4297 174 644 4 0 621 41 8
JUMLAH 0,30% 13,85% 63,73% 2,58% 9,55% 0,06% 0,00% 9,21% 0,61% 0,12% 6743 6743
6743
Gambar 2.3
Rekapitulasi Jumlah PNS Prov. Kep. Babel
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
ASN Prov. Kep. Babel Berdasarkan Pendidikan Terkahir
m Doktor (5-3)
M Pasca Sarjana (5-2)
W Sarjana (S-1)
W Diploma 4
= Diploma 3
m Diploma 2
¥ Diploma 1
W SLTA Sederajat
SLTP Sederajat
m 50 Sederajat

Sumber: Bidang PPIKKA BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sep 2025

Berdasarkan data kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak
6.743 orang. Secara umum, komposisi ASN berdasarkan tingkat
pendidikan terakhir didominasi oleh pegawai dengan pendidikan

Strata 1 (S1) sebanyak 4.297 orang atau sekitar 63,73% dari total
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ASN. Selanjutnya, ASN dengan pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah
934 orang atau 13,85%, dan pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 644
orang atau 9,55%.

Sementara itu, ASN dengan pendidikan Strata 3 (S3) hanya
berjumlah 20 orang atau 0,30%, sedangkan yang berlatar belakang
SLTA/sederajat sebanyak 621 orang atau 9,21%. ASN dengan jenjang
pendidikan Diploma 4 (D4) tercatat 174 orang (2,58%), dan sisanya
berasal dari pendidikan SLTP/sederajat dan SD/sederajat dengan
jumlah yang sangat kecil, yaitu masing-masing 41 orang (0,61%) dan
8 orang (0,12%).

Jika dilihat dari distribusi pangkat dan golongan ruang, ASN
dengan golongan III mendominasi sebanyak 3.870 orang, diikuti
golongan IV sebanyak 1.888 orang, dan golongan II sebanyak 341
orang. Selain itu, terdapat pula Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) sebanyak 1.641 orang, yang sebagian besar memiliki
kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).

2.1.2 Sumber Daya BKPSDMD
2.1.2.1 Komposisi Pegawai BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per bulan
September 2025 memiliki SDM aparatur sebanyak 99 orang terdiri
dari 54 orang laki-laki dan 45 orang perempuan, dengan komposisi

pegawai dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai BKPSDMD

JENIS KELAMIN
URAIAN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
ASN 42 42 84
P3K 12 3 15
TOTAL 99
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Gambar 2.4
Komposisi Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai BKPSDMD

Laki-laki Perempuan
55% 45%

Sumber : Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sep 2025

Berdasarkan komposisi pegawai di atas, terlihat adanya
ketimpangan gender sebesar 10% dimana jumlah pegawai laki-laki
lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Namun ketimpangan
tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan
dan budaya kerja serta kinerjanya.

Sedangkan berdasarkan usia, pegawai Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Usia
NO UMUR WANITA PRIA JUMLAH
1 18 s.d 30 8 7 15
2 31 s.d 40 10 19 29
3 41 s.d 50 18 17 35
4 51 tahun ke atas 9 11 20
JUMLAH 42 54 99

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sep 2025
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari segi usia 44%
pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusia
produktif di interval 18 s.d 40 tahun. Artinya dengan usia tersebut
etos kerja pegawai pada umumnya sangat tinggi, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan kinerja dengan lebih baik.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT
NO PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE
1 STRATA 3 2 2%
2 STRATA 2 30 30,3%
3 DIPLOMA IV/STRATA 1 49 49,5%
4 DIPLOMA III/ D-3 8 8,1%
5 SLTA 10 10,1%
JUMLAH 99 100%

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sep 2025

Dari Tabel di atas diketahui bahwa secara umum kondisi
Pegawai ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata
memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini
dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebanyak 50 orang
adalah berpendidikan Sarjana (S1), 30 orang adalah berpendidikan
Magister/Pasca Sarjana (S2) dan 2 orang adalah berpendidikan Doktor
(S3), sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA ada 10 orang dan
DIII sebanyak 8 orang. Tingginya tingkat pendidikan pegawai ASN di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan
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kemampuan dan daya pikir pegawai sudah baik karena dibekali
dengan pendidikan yang baik sehingga sangat mempermudah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat

dilihat pada tabel dan tabel di bawah:

Tabel 2.6
Pegawai BKPSDMD Berdasarkan Golongan
NO. GOLONGAN JUMLAH PERSENTASE
1 Golongan I 0 -
2 Golongan 1II 5 5,05%
3 Golongan III 50 50,50%
4 Golongan IV 29 29,30%
5 GOLONGAN V 6 6,06%
6 Golongan VII 4 4,04%
7 Golongan IX ) 5,05%
JUMLAH 99 100%

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 sep 2025

Berdasarkan data jumlah pegawai menurut golongan, dapat
diketahui bahwa sebagian besar pegawai berada pada Golongan III,
yaitu sebanyak 50 orang atau sekitar 50,50% dari total pegawai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada
jenjang menengah dalam struktur kepegawaian. Selanjutnya,
Golongan IV menempati urutan kedua dengan jumlah 29 orang atau
29,30%, yang mencerminkan adanya proporsi pegawai dengan tingkat
jabatan dan masa kerja yang relatif lebih tinggi. Sementara itu,
Golongan II berjumlah 5 orang (5,05%), Golongan V sebanyak 6 orang
(6,06%), Golongan VII sebanyak 4 orang (4,04%), dan Golongan IX
sebanyak 5 orang (5,05%). Secara keseluruhan, total jumlah pegawai

tercatat sebanyak 99 orang. Komposisi ini menggambarkan bahwa
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distribusi pegawai masih didominasi oleh golongan menengah
(Golongan III dan IV) yang dapat diasumsikan bahwa sudah sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang menjalankan fungsi manajemen
SDM Aparatur.

Selain dari pada itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
memiliki  tenaga-tenaga yang mendukung pelayanan dan
pengembangan sumber daya manusia khususnya sumber daya
aparatur. Hal ini dapat dilihat dari kualitas pegawai BKSPDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Potensi Sumber Daya Manusia BKPSDMD Provinsi Kep. Bangka Belitung
NO. GOLONGAN JUMLAH

1 Widyaiswara 18

2 Analis Sumber Daya Manusia 21
Pegawai yang memiliki sertifikat

3 13

Assesor

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per 30 Sep 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa pegawai Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kompetensi pegawai
yang sangat memadai. Jabatan Fungsional Widyaiswara berjumlah
18 orang dan pegawai yang memiliki sertifikat Asesor sebanyak 13
orang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sangat menunjang peningkatan kompetensi pegawai pada Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Dengan demikian dapat dikatakan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung didukung oleh SDM yang berkualitas.
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2.1.2.2 Sarana dan Prasarana BKPSDMD

Sarana dan prasarana merupakan bentuk fasilitas dan
perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kelancaran
kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut menjadi
bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien,
produktif, dan nyaman. Tanpa sarana yang memadai kinerja pegawai
bisa terhambat dan tidak dapat menunjang pekerjaan pegawai secara
langsung. Begitu pula tanpa prasarana yang baik kegiatan tidak
dapat berjalan optimal dan berpengaruh dalam mendukung
kenyamanan, keamanan, dan efisiensi kerja secara menyeluruh.

Disamping manfaat sarana dan prasarana dalam mendukung
kinerja pegawai, sarana dan prasarana juga merupakan unsur
penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi dan dapat didayagunakan dalam peningkatan pendapatan
daerah. Adapun nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung per Juli 2025 sebesar Rp. 66.577.259.095,-.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada umumnya
kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk
mendukung pelayanan antara lain tanah dan gedung eks Diklat yang
secara keseluruhan mempunyai luas 63,056 M2 dan tanah yang
belum dimanfaatkan seluas 17,404 M2.

Bangunan diatas tanah tersebut yakni bangunan
perkantoran, gedung pembelajaran, aula, asrama, paviliun, ruang
makan, ruang fitness, Mushola, dan fasilitas olahraga. Asrama terdiri
dari asrama I Gunung Namak dan asrama II Gunung Pading yang
memiliki jumlah kamar masing-masing sebanyak 20 buah dengan
kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan

sebanyak 80 orang. Sedangkan asrama III Gunung Ki Kara dan
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asrama IV Gunung Tajam berlantai dua memiliki jumlah kamar
masing-masing 40 buah dengan kapasitas 2 orang per kamar
sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 160 orang, dan 1
paviliun Gunung Pelawan dengan 3 kamar.

Gedung pembelajaran Gunung Maras memiliki 5 ruang kelas
dengan kapasitas 40 orang perkelas, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang
makan dengan kapasitas 80 orang, 1 dapur, 1 kantin, dan 1 ruang
Widyaiswara dengan jumlah ruangan 2. Gedung perkantoran Gunung
Menumbing dan aula II Graha Tama Wiyata sebagai gedung
pertemuan dengan kapasitas 350 orang, dan aula I Graha Natar Praja
kapasitas 120 orang, serta 1 ruang makan Gunung Mentangor
digantikan dengan Aula Natar Praja.

Adapun jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dimiliki
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dapat dilihat

pada daftar berikut ini:

1. Daftar jumlah luas areal tanah

No Uraian Luas (M?) Lokasi
Komplek Perkantoran dan Pemukiman
1 | Tanah 80.460 Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka
Belitung, Jl. Pulau Bangka Kelurahan
Air Itam Pangkalpinang
9 Belum
dimanfaatkan

2. Daftar jumlah gedung pembelajaran

No Uraian Ruan Jumlah Ukuran Kapasitas Tahun
g Ruangan (M2) (orang) Bangun
120 M2 (3 40 (3
S Kelas) Kelas)
1 Ruang kelas 60 M2 (2 20 (2 2004
Kelas) Kelas)
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120 M2 2 (WI
(Selan WI Utama)
2 Ruang Widyaiswara 2 Utama) 15 WI
40 M2 (WI selain
Utama) Utama
3 Layanan Terpadu 1 60 M2 20 Org
4 Ruang Perpustakaan 1 60 M2 10 Org
5 Ruang makan 1 200 M2 80 Org
3. Daftar jumlah asrama dan fasilitas lainnya
Jumlah | Ukuran .
. Kapasitas Tahun
No Uraian Ruangan Kamar/ | kamar/
2 org M2 (orang) Bangun
1 Asrama I  Gunung 20 20 9
Namak
2004
9 Asra}ma II Gunung 20 20 9
Pading
Lantai
Asrama III Bawa 20
3 | Gunung Ki 3 h 80 2
antai
Kara Atas 20 2007
Lantai
Bawa 20
4 Asrama IV . h 80 9
Gunung Tajam | [ antai
Atas 20 2007
Paviliun
S | Gunung 3 20 1
Pelawan
Rg. Makan Dirubah
6 | Gunung - - - Menjadi Aula
Mentangor Natar Praja
7 | Rg. Mushola 1 150 100 2004
8 | Wudhu 1 48 13 2007
Mushola
9 | Rg. Fitnes 1 212 20 2007
10 Re. Loundry 1 103 5 2007
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11 | Rg. Klinik dan 1 197 10 2004
Laktasi

4. Daftar Jumlah Perkantoran dan Aula

Jumlah Luas Per
No Uraian Ruangan ruangan Kapasitas | Tahun Bangun
Ruangan (M2)

GEDUNG KANTOR GUNUNG MENUMBING

1 | Ruang Kepala 1 42 8
Badan
2 | Ruang Sekretaris 1 42 8
R T 1
3 uang Tamu 1 56 0 5004
4 | Ruang Sarana 1 24 10
Prasarana
S | Ruang 1 20 5
Bagian/Bidang
6 | Ruang Staf 1 100 20
7 | Ruang Dapur 14 2 2004

GEDUNG AULA GRAHA TAMA WIYATA

2007
8 ?:ﬁ;ﬁ;i?: 1 1013 350
GEDUNG AULA GRAHA NATAR PRAJA
9 ?F;;I Graha Natar 1 561 100 2007

Apabila melihat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan didukung
asrama yang bersih, ruang kelas yang berukuran besar dan
lingkungan luas dan kondusif, maka dalam melaksanakan diklat atau
pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara sudah memiliki nilai kelayakan
sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Dengan sarana dan
prasarana yang sudah cukup baik tersebut tentunya harus dilakukan
pemeliharaan yang intensif sehingga peserta diklat atau pelatihan

dapat terfasilitasi secara optimal. Selain itu juga, perlu adanya
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peremajaan terhadap sarana dan prasarana yang secara
kelayakannya sudah harus diganti sesuai dengan perkembangan
zaman.

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unit
kerja yang menyelenggarakan kediklatan harus memiliki penunjang
lainnya seperti kantin, area olahraga, gudang penyimpanan barang
dan pengadaan mobil bus. Fasilitas ini berperan penting dalam
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung
proses pembelajaran.

Disamping sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan
kediklatan, perlu disiapkan juga sarana pendukung lainnya untuk
mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan yang secara

garis besar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Daftar Aset BKPSDMD Provinsi Kep. Bangka Belitung
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Tanah 2 Terdiri dari 2
SertifikaktTanah
2. Komputer + Laptop 213 Aktif 102

Rusak Ringan 30
Rusak Berat 81
3. AC 439 Aktif 178
Rusak Ringan 0
Rusak Berat 261
4. Telepon & Faximile - -

S. Scanner + Printer 110 Aktif 40
Rusak Ringan 0O
Rusak Berat 72
6. Mesin Fotocopy 4 Aktif 2
Rusak Ringan O
Rusak Berat 2
7. Server 7 Aktif 6
Rusak Ringan 0
Rusak Berat 1
8. Kursi 1302 Aktif 895
Rusak Ringan 0
Rusak Berat 407
9. Meja 391 Aktif 125
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Rusak Ringan O
Rusak Berat 266
10. Fortal jaringan (Web site) -
11. Jaringan LAN 1
12. Ruang front desk 1 Lobi
pelayanan
13. Meja tamu - -
14. Kendaraan operasional 9 Unit Roda 6 = 1 Unit
& Roda R EOdsa 41= 1? ['Jtn(llgB]
oda 3 = ni
b- Roda2 &3 Roda 2 = 2 Unit
15. Genset 1

Sumber: Subbag Umum BKPSDMD Prov. Kep. Bangka Belitung per Mei 2025

2.1.2.3 Pendanaan BKPSDMD

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada
anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pengelolaan belanja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Tahun
2020-2024 dipergunakan untuk pengelolaan manajemen ASN mulai
dari rekruitment, diklat, sampai dengan pensiun pegawai yang
dijabarkan dalam periode perencanaan rencana kerja setiap tahun.

Anggaran  belanja pada Badan = Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2020-2024
sangat fluktuatif karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah. Rincian anggaran belanja BKPSDMD kurun waktu 2020-2024

beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.9 Alokasi Anggaran BKPSDMD Tahun 2020-2024

Persentase Realisasi Pada

No | Uraian APBD Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun
Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 Pendapatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 46.325.000 Rp Rp Rp 25.15 | 2.14 7.38 181.60 14.05
2.154.955.000 2.154.955.000 2.444.350.000 1.158.360.000 1.755.520.000 542.000.000 180.455.000 2.103.591.000 246.750.000
2 Belanja Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 81.05 | 97.94 | 81.71 | 94,61 93,83
29.878.492.994 | 22.311.505.009 | 28.232.848.377 | 31.702.829.310 | 26.961.140.993 | 24.218.817.380 | 21.852.354.039 | 23.069.696.107 | 29.993.371.892 | 25.299.266.454
3 Pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - -
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2.1.2.4 Kinerja Pelayanan BKPSDMD

Tolok ukur capaian Kinerja pelayanan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
kepegawaian dan, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023-2026, yang iuraikan

sebagai berikut:
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Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi PD

T.
SPM

T. IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Meningkatnya standar
kualifikasi pendidikan,
kinerja dan disiplin
aparatur

(Persentase ASN yang
memenuhi standar
kualifikasi pendidikan,
kinerja dan disiplin
aparatur)

95,50%

97%

96,76%

97,03%

101,32%

100,03%

Meningkatnya
kompetensi aparatur

(Persentase ASN yang
memenuhi kompetensi
sesuai dengan jabatan)

80%

88%

87,02%

86,05%

108,78%

97,78%
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Berdasarkan data capaian kinerja pelayanan pada Tabel 2.10,
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi Persentase ASN
yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan, kinerja dan disiplin
aparatur pada tahun 2023 terealisasi sebesar 96,76%, melampaui
target 95,50%, dengan rasio capaian 101,32%, dan pada tahun 2024
realisasi mencapai 97,03%, sedikit di atas target 97% dengan rasio
capaian 100,03%, sementara itu, Persentase ASN yang memenuhi
kompetensi sesuai dengan jabatan pada tahun 2023 menunjukkan
capaian yang sangat optimal dengan realisasi 87,02% dibandingkan
target 80% dengan rasio capaian 108,78%, namun pada tahun 2024
terjadi penurunan dimana realisasi tidak mencapai target yang mana
rasio capaian hanya 97,78%.

secara umum kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menunjukan capaian yang positif dan berada pada
kategori baik. Hal ini tercermin dari capaian rasio kinerja yang rata-
rata melebihi 100%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan program
dan kegiatan telah berjalan efektif dan sesuai dengan arah kebijakan
Renstra. Meskipun demikian, apabila dibandingkan antar tahun,
terlihat adanya penurunan capaian rasio pada tahun 2024
dibandingkan tahun 2023, yang masih perlunya penguatan strategi,
khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan peningkatan
kompetensi aparatur yang mengalami penurunan sebesar 1,29%, agar
capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara

berkelanjutan.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan BKPSDMD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Identifikasi kelompok sasaran menjadi aspek
penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan yang

dilaksanakan tepat manfaat, berkedalian, serta berorientasi pada
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peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik. Kelompok

sasaran merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak

langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum, kelompok sasaran dalam pelaksanan pelayanan

BKPSDMD meliputi:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
ASN menjadi sasaran utama pelayanan BKPSDMD karena
berkaitan langsung dengan pengelolaan kepegawaian dan
pengembangan kompetensi. Layanan yang diberikan meliputi
pengangkatan, mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pengelolaan
kinerja, pola karir, pembinaan disiplin serta peningkatan
kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Calon Apartur Sipil Negara
Pelamar CPNS maupun PPPK teramsuk kelompok sasaran,
khususnya dalam proses rekrutmen dan seleksi. BKPSDMD
memberikan pelayanan berupa informasi formasi, administrasi
seleksi, fasilitasi tes, hingga penetapan kelulusan.

3. Mitra Teknis Dalam Pengelolaan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan ASN) (Swasta, Akademisi, Praktisi, Kementerian dan
Lembaga)
Mitra Teknis adalah pihak eksternal, baik dari unsur swasta,
akademisi, praktisi, maupun kementerian dan lembaga yang
berperan dalam penyusunan kebijakan teknis, pengembangan
sistem dan metode kerja, peningkatan kompetensi ASN, transfer
pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kualitas tata kelola
manajemen ASN secara profesional, efektif, dan berkelanjutan.

4. Masyarakat Umum atau Pencarian Informasi
Masyarakat Umum atau Pencari Informasi adalah pihak di luar

perangkat daerah yang mengakses dan memanfaatkan informasi
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publik yang disediakan oleh BKPSDMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDMD
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel guna mewujudkan birokrasi yang adapatif, bersih, dan
melayani secara menyeluruh dan berkelanjutan, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung masih dihadapkan pada berbagai
permasalahan, terutama yang berkaitan dengan Implementasi
Meritokrasi dalam Manajemen ASN.

Dalam mewujudkan Implementasi Meritokrasi dalam
Manajemen ASN saat ini menjadi fokus pemerintah untuk
membangun sistem dan menjamin setiap ASN yang memiliki
kemampuan, prestasi dan kompetensi mendapatkan posisi yang adil
dan sesuai kinerja dan kompetensinya. Tantangan pemerintah
kedepannya menjadi perhatian serius terhadap ASN dari berbagai
aspek budaya, struktural, teknis dan politik. Secara umum, persepsi
publik terhadap beberapa aspek tersebut menjadi kendala dalam
penerapan Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN ditandai
dengan masih adanya budaya birokrasi yang belum sepenuhnya
berubah, sistem penilaian kinerja yang belum objektif, kurangnya
komitmen dari pimpinan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik,
dan sistem informasi ASN yang belum terintegrasi. Sehingga dalam
mewujudkan Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN perlu
komitmen kuat pimpinan dan sistem ASN yang transparan dan
terintegrasi.

Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar permasalahan

yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai

berikut:
1. Kinerja
Kinerja merupakan suatu prestasi atau capaian

tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu
organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode
tertentu. Pegawai ASN harus memiliki kinerja sesuai dengan
target yang telah ditetapkan. Selain kuantitas, kualitas, dan
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan juga menjadi dasar
perhitungan kinerja. Hasil analisis menunjukkan penilaian masih
bersifat subjektif/tergantung pandangan atasan langsung,
penilaian prestasi kerja pegawai tidak dilaksanakan kepada
seluruh pegawai dan capaian kinerja pegawai belum dijadikan
sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, serta minimnya
penghargaan yang dimiliki atas prestasi pegawai ASN;
Kompetensi
Kompetensi ASN merupakan kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki ASN meliputi beberapa komponen yaitu Penilaian
Kompetensi, Pengembangan Kompetensi dan Pengalaman Jabatan.
Berdasarkan penilaian kompetensi ASN dari perhitungan
parameter potensial dalam terwujudnya Implementasi Meritokrasi
dalam Manajemen ASN, bahwa sebagian besar pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih
banyak yang tidak kompeten (incompetence) yang disebabkan
beberapa faktor, antara lain:
a. ketidaksesuaian kompetensi terhadap jabatan;
a. pegawai yang tidak memiliki skill dalam jabatannya;
b. diklat yang diikuti tidak sesuai dengan jabatan yang
didudukinya;
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c. belum dilaksanakannya kembali pemetaan kompetensi atau
assesment kepada seluruh pegawai setelah 3 (tiga) tahun
terakhir;

d. belum tersedianya UPTD Asessment dan Sertifikasi Kompetensi
ASN Center Serumpun Sebalai dalam mendukung penilaian
terhadap potensi dan kompetensi ASN, sebagai informasi dalam
perencanaan dan pengembangan ASN serta rekomendasi dan
konseling dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja
ASN;

e. belum tersedianya UPTD Korpri sebagai upaya dalam
mendukung kegiatan sosial dan solidaritas, optimalisasi aset,
profesionalisme pengelolaan, dan menghemat APBD;

f. rendahnya pengembangan kompetensi ASN terintegrasi.
Potensi
Potensi adalah proses membandingkan potensi yang dimiliki
pegawai ASN dengan standar potensi. Potensi yang dimiliki ASN di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
seharusnya memiliki kemampuan intelektual, kemampuan
interpersonal, kesadaran diri, kemampuan berpikir kritis dan
strategis, kemampuan menyelesaikan permasalahan,
kecerdasaran emosi, kemapuan belajar cepat dan
mengembangkan diri serta motivasi dan komitmen. Akan tetapi,
berdasarkan hasil analisis menunjukkan masih belum optimalnya
penerapan Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN yang
disebabkan Penilaian dan penempatan ASN belum bersifat adil,
objektif dan berbasis kemampuan.

Kualifikasi

Kualifikasi ASN meliputi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh

setiap pegawai. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pegawai

maka diharapkan semakin tinggi tingkat pemahaman dalam

melaksanakan tugas dan fungsi.
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5.

Integritas dan Moralitas ASN

Tingkat Integritas dan Moralitas ASN dilihat dari beberapa aspek
yaitu Batasan, Sumber Data dan Cara Pengukuran. Batasan
artinya dilakukan dengan cara verifikasi rekam jejak disiplin
dilihat dari riwayat kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin
PNS dan/atau PPPK, sumber data dilihat dari surat keputusan
penjatuhan hukuman disiplin, dan Cara pengukuran artinya
riwayat hukuman disiplin pegawai dalam 5 tahun terakhir. Dari
hasil data menunjukkan bahwa masih tingginya angka
pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila
dilakukan perhitungan menggunakan nilai talenta, maka
komponen Integritas dan Moralitas ASN menunjukan masih
adanya kasus pelanggaran baik pelanggaran tingkat sedang dan
maupun tingkat berat dari riwayat hukuman disiplin pegawai
dalam beberapa tahun terakhir.

Berikut pemetaan permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Masalah Pokok Masalah Akar Permasalahan

Belum Kinerja ASN 1. Sebagian besar P2KP tidak dinilai oleh
Optimalnya atasan, serta  hukuman  disiplin
Implementasi mempengaruhi nilai prestasi kerja;
Meritokrasi 2. Capaian kinerja belum dijadikan dasar
dalam pembayaran tunjangan berbasis
Manajemen ASN kinerja;

3. Masih terdapat beberapa perangkat
daerah yang belum menerapkan pola
distribusi predikat kinerja;

4. Minimnya penghargaan yang dimiliki
atas prestasi pegawai ASN.
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Kompetensi 1. Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan,

ASN dan pengalaman terhadap jabatan;

2. Belum dilakukannya pengembangan
berbasis kompetensi dan assessment
kepada seluruh pegawai setelah 3
tahun terakhir;

3. Pengelolaan promosi dan penempatan
ASN masih mengedepankan faktor
non-kompetitif dan tidak berdasarkan
hasil pemetaan ke dalam 9 kotak
Manajemen Talenta;

4. Rendahnya pelatihan dan
pengembangan kompetensi yang
diikuti pegawai ASN;

5. Rendahnya pengembangan kompetensi
ASN terintegrasi.

Potensi ASN Penilaian dan penempatan ASN belum
bersifat adil, objektif dan  Dberbasis
kemampuan masih kuatnya pengaruh non

merit.
Kualifikasi 1. Masih adanya pegawai yang belum
ASN berpendidikan tinggi;

2. Kualifikasi pendidikan pegawai belum
sesuai dengan kebutuhan peta jabatan.

Integritas dan | 1. Masih adanya kasus pelanggaran

Moralitas ASN disiplin dan kode etik dari riwayat
hukuman disiplin beberapa tahun
terakhir;

2. Masih rendahnya integritas dan
moralitas ASN dilihat dari kehadiran
pegawai ASN.

Melihat permasalahan yang dihadapi, penerapan Implementasi
Meritokrasi dalam Manajemen ASN menjadi hal yang penting dalam
mendukung terciptanya ASN yang profesional dan kompeten,
membangun sistem merit yang adil dan transparan, serta
meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Sehingga dengan
penrapan Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN akan
melahirkan ASN Star Talent di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.
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2.2.2 Isu Strategis
2.2.2.1 Telaah Terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Daerah

Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana
Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang
sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun
berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan
pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk
kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2025-2029, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara
lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029,
Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2014-2034 dan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026,
serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi tetangga yang
berbatasan. Dengan memperhatikan RPJPD 2025 - 2045 Provinsi
Kepulauaan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2025-2029, RPJMD
Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan
yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 tahun yang lalu
(2020-2024), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis
SWOT, ditetapkan 4 (empat) tujuan dalam RPJMD Provinsi
Kepulauaan Bangka Belitung selama 2025-2029 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya daya saing SDM yang merata dan berbudaya;
2. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel;
4

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
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Untuk mencapai ke 4 (empat) tujuan ini, maka ditetapkan
dengan 11 (sebelas) sasaran, yaitu:
Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
Terwujudnya kesehatan untuk semua
Terwujudnya pembangunan sosial masyarakat yang berkualitas
Menurunnya tingkat kemiskinan
Meningkatnya pemerataan pendapatan
Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan
Meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan

Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani

© ® No gk Wb =

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
10. Meningkatnya Daya Saing Daerah

11. Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan
indikatornya, disertai target-target capaian selama 5 (lima) tahun
(2025-2029), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan
dan indikator sasaran dalam RPJMD Provinsi Kepulauaan Bangka
Belitung 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing SDM yang merata dan berbudaya
dengan indikator, yang diintervensi dengan sasaran sebagai
berikut:

e Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata

e Terwujudnya kesehatan untuk semua

e Terwujudnya pembangunan sosial masyarakat yang
berkualitas

2. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan, yang diintervensi

dengan sasaran sebagai berikut:
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e Menurunnya tingkat kemiskinan
e Meningkatnya pemerataan pendapatan
e Meningkatnya akses hunian layak terjangkau dan
berkelanjutan
e Meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan
pangan
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, yang
diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
e Terwujudnya birokrasi yang adaptif, bersih dan melayani
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator
tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan
sasaran sebagai berikut:
e Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
e Meningkatnya Daya Saing Daerah

e Menurunnya emisi GRK menuju net zero emission

Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, maka pelayanan Badan Kegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Deaerah berdasarkan
tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung ketercapaian
indikator kinerja diarahkan untuk mendukung tujuan ke-3, yaitu:
“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel” yang
diintervensi dengan sasaran “Terwujudnya birokrasi yang adaptif,

bersih dan melayani”.

2.2.2.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKPSDMD
Kabupaten/Kota
Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
berimplikasi pada penentuan isu strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. BKPSDMD Provinsi
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Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun faktor-faktor baik yang

bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan

mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah identifikasi

sebelumnya. Permasalahan pelayanan BKPSDMD Provinsi Kepualuan

Bangka Belitung akan dilihat berdasarkan sasaran jangka menengah

Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Renstra Lembaga Administrasi Negara RI, Renstra Badan

Kepegawaian Negara, dan Renstra Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga

1.

Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029
adalah terwujudnya Grand Design Reformasi Birokrasi
Nasional (GDRBN) 2025-2045 sebagai landasan transformasi
birokrasi menuju visi Indonesia Maju/Emas 2045 dan
transformasi digital, penguatan kualitas ASN, manajemen
merit, dan pelayanan publik berbasis hasil. Pada Manajemen
ASN berbasis sistem merit dapat diwujudkan melalui
manajemen aparatur sipil negara yang profesional,
berintegritas dan berkinerja tinggi sesuai dengan sistem merit.
Sedangkan transformasi digital diwujudkan dengan cara
mempercepat penggunaan teknologi digital dalam pelayanan
publik dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas.
Telaah Renstra Badan Kepegawaian Negara
Sasaran strategis yang ingin dicapai pada Renstra Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025-2029 adalah:
a. Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam
manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis

prinsip meritokrasi
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Mewujudkan pelayanan dan pembinaan manajemen ASN
yang unggul, pengembangan talenta dan karier ASN
berbasis talenta, digitalisasi manajemen ASN yang
interoperable, handal dan aman, dan kepatuhan atas
kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi.

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah,
profesional, dan akuntabel serta berbasis digital
Mewujudkan sumber daya manusia yang andal dan
berorientasi kinerja, Governansi yang digital, berbasis
bukti, dan akuntabel.

3. Telaah Renstra Lembaga Administrasi Negara RI

Sasaran strategis LAN RI terkait dengan urusan pendidikan

dan pelatihan antara lain:

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur Sipil Negara (ASN);

b. Mewujudkan pemerintahan digital (e-government);

c. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas ASN berbasis
prinsip meritokrasi;

d. Peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara dan
reformasi birokrasi;

e. Penguatan kelembagaan LAN RI agar menjadi organisasi
yang lincah, profesional, akuntabel, dan berbasis digital
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara

efektif.

Dalam mendukung Renstra LAN RI 2025-2029, BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan Kompetensi
Aparatur melalui pelatihan teknis, pelatihan manajerial, pelatihan
fungsional, serta pengembangan kompetensi Widyaiswara, dan
penilaian (akreditasi) lembaga pelatihan. Koordinasi BKPSDMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama LAN RI selama ini

sudah melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan
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meskipun belum merata ke seluruh pegawai dalam upaya
Implementasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN di lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Tabel 2.12

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

Sasaran Jangka Menengah HemeRElelie LT
No Renstra K/L Pelayanan
BKPSDMD Penghambat Pendorong

(1) 2) (3) (4) (5)

1. BKN Kinerja ASN 1. Sebagian besar P2KP tidak . Rencana absensi terintegrasi
Meningkatnya kapasitas dinilai oleh atasan, serta (kehadiran, kompensasi, dan kinerja);
kelembagaan BKN yang hukuman disiplin . Adanya pengawasan dari atasan
lincah, profesional, dan mempengaruhi nilai prestasi langsung terhadap penilaian kinerja
akuntabel serta berbasis kerja; pegawai;
digital 2. Capaian kinerja belum . Penerapan sanksi kepada Perangkat

dijadikan dasar pembayaran Daerah yang tidak menerapkan pola
LAN RI tunjangan berbasis kinerja; distirbusi predikat kinerja;
Penguatan 3. Masih  terdapat beberapa #W. Memberikan Penghargaan (reward) yang
kelembagaan agar menjadi perangkat daerah yang belum objektif dalam memperkuat budaya
organisasi yang lincah, menerapkan pola distribusi kerja berbasis hasil.
profesional, akuntabel, dan predikat kinerja;
berbasis digital untuk 4. Minimnya penghargaan yang
mendukung  pelaksanaan dimiliki atas prestasi pegawai
tugas dan fungsinya secara ASN.
efektif

2. | Kemenpan RB Kompetensi ASN | - Ketidaksesuaian pendidikan, - Rencana pemetaan /redistribusi
Terwujudnya manajemen pelatihan, dan pengalaman pegawai;

ASN berbasis sistem merit terhadap jabatan,; - Tersedianya fasilitas CAT wuntuk
dan tranformasi digital - Belum dilakukannya kembali rekruitmen dan assesment secara
dalam pelayanan publik pengembangan berbasis transparan dan akuntabel,;

dan tata kelola kompetensi dan  assesment | - Adanya dukungan Widyaiswara dan
pemerintahan; kepada seluruh pegawai setelah Assessor guna pengembangan

3 tahun terakhir; kompetensi kepegawaian,;

BKN - Evaluasi jabatan berbasis beban | - Rencana pembentukan Lembaga
Meningkatkan kapabilitas kerja belum terintegrasi dengan Penilaian Kompetensi;

manajemen dan Integrated mutasi (i-mut); - ASN wajib memiliki kompetensi sesuai
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profesionalitas ASN - Pengelolaan promosi dan undang-undang ASN;
berbasis Meritokrasi dan penempatan ASN masih | - Mengalokasikan dan memperioritaskan
kapasitas kelembagaan mengedepankan faktor non- anggaran dalam pengembangan SDM.
BKN yang lincah, kompetitif dan tidak | - Perencanaan pengembangan
profesional, dan akuntabel berdasarkan hasil pemetaan ke kompetensi berbasis corporate
serta berbasis digital,; dalam 9 kotak Manajemen university.
Talenta;

- Rendahnya pelatihan dan
LAN RI pengembangan kompetensi
Meningkatnya kualitas yang diikuti pegawai ASN;
SDM, e-goverment, dan - Rendahnya pengembangan
kualitas kebijakan kompetensi ASN terintegrasi.
administrasi negara dan
reformasi birokrasi,
LAN RI Potensi ASN Penilaian dan penempatan ASN | Penerapan Implementasi  Meritokrasi
Peningkatan kualitas belum bersifat adil, objektif dan | dalam Manajemen ASN
Sumber Daya Manusia berbasis kemampuan  akibat
(SDM) Aparatur Sipil masih kuatnya pengaruh non
Negara (ASN) merit;
BKN Integritas dan  |1) Masih adanya kasus | - Penerapan absensi terintegrasi
Mewujudkan pelayanan Moralitas ASN pelanggaran disiplin dan kode| (kehadiran, kompensasi, dan kinerja);
dan pembinaan manajemen etik ASN dari riwayat beberapa | - Sosialisasi regulasi peraturan terkait
ASN yang unggul tahun terakhir disiplin dan kode etik;

2) Masih rendahnya integritas dan
moralitas ASN dilihat dari
kehadiran pegawai ASN

- Melakukan Inspeksi Mendadak secara
berkala;

- Pengawasan atasan langsung.

- Penegakan disiplin ASN;

- Penerapan Kode etik dan Perilaku ASN.
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2.2.2.3 Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Selain daripada itu akan dianalisis juga Renstra
Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat,
Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung

Timur, dan Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:
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Tabel 2.13

Permasalahan Pelayanan BKPSDMD Provinsi berdasarkan
Sasaran Renstra BKPSDMD Kabupaten/Kota

kompetensi dan assesment kepada
seluruh pegawai

Sasaran Jangka Permasalahan Faktor
No Menengah Renstra Pelayanan
Kabupaten/Kota BKPSDM Penghambat Pendorong
(1) 2 (3) (4) (5
1 Terwujudnya peningkatan Kinerja ASN Capaian kinerja belum dijadikan | - Rencana absensi terintegrasi
kualitas pelayanan publik dasar pembayaran tunjangan (kehadiran, kompensasi, dan kinerja)
dan akuntabilitas kinerja kinerja - Adanya pengawasan dari atasan
langsung terhadap penilaian kinerja
pegawai;

- Penerapan sanksi kepada Perangkat
Daerah yang tidak menerapkan pola
distirbusi predikat kinerja;

- Memberikan Penghargaan (reward) yang
objektif dalam memperkuat budaya
kerja berbasis hasil.

2 | Meningkatnya Kompetensi Kompetensi - Ketidaksesuaian pendidikan, - Rencana pemetaan/ redistribusi
Sumber Daya Aparatur ASN pelatihan, dan pengalaman pegawai;
terhadap jabatan - Adanya fasilitas CAT untuk
- Belum dilakukannya rekruitmen, promosi, dan assesment
pengembangan berbasis secara transparan dan akuntabel;

- Adanya dukungan Widyaiswara dan
Assessor guna pengembangan
kompetensi kepegawaian;

- Rencana pembentukan Lembaga
Penilaian Kompetensi;

- ASN wajib memiliki kompetensi sesuai
undang-undang ASN

- Penerapanan Manajemen ASN berbasis
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Meritokrasi;
- Mengalokasikan dan memperioritaskan
anggaran dalam pengembangan SDM.

Terwujudnya ASN yang Potensi Penilaian dan penempatan ASN | Penerapan Implementasi Meritokrasi
berkualitas belum bersifat adil, objektif dan | dalam Manajemen ASN

berbasis kemampuan akibat masih
kuatnya pengaruh non merit;

Terwujudnya Integritas | Integritas dan | Masih adanya kasus pelanggaran| Rencana absensi terintegrasi (kehadiran,
dan Moralitas Moralitas ASN | disiplin dan kode etik dari riwayat| kompensasi, dan kinerja)
beberapa tahun terakhir
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Berdasarkan hasil reviu dan analisis yang dilakukan,
permasalahan BKPSDMD Provinsi sinkron dengan sasaran
Renstra kementerian/lembaga dan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat
dilihat permasalahan-permasalahan yang ada pada BKPSDMD
Provinsi telah menjadi sasaran utama pada kementerian/lembaga

dan kabupaten/kota.

2.2.2.4 Penentuan Isu-isu Startegis

Isu Startegis merupakan permasalahan atau tantangan
utama yang dihadapi oleh pemerintah atau perangkat daerah,
yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi,
tujuan, dan sasaran pembangunan. Identifikasi isu startegis
dilakukan melalui analisis terhadap perkembangan lingkungan
eksternal dan internal yang dinamis, serta mempertimbangkan
arah kebijakan dan prioitas pembangunan yang lebih luas, secara
umum isu startegis disusun berdasarkan dinamika dan
kecenderungan pada isu global, nasional, dan regional.

Penentuan isu-isu srtaegis bertujuan untuk
mengidentifikasi fokus utama dalam peningkatan pelayanan
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan. Proses
ini dilakukan berdasarkan hasil analisis yang mencakup
identifikasi permasalahan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang didasarkan pada tugas dan fungsi, telaahan
terhadap visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, serta
penalaahan terhaap Renstra Renstra Kementerian/Lembaga, dan
telaahan Renstra Kabupaten/Kota. Adapun aspek-aspek yang
ditelaah meliputi:

1. Gambaran Pelayanan BKPSDMD
Dalam penentuan isu strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ditinjau kembali

gambaran pelayanan berdasarkan permasalahan yang
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4.

dihadapi dalam bidang kepegawaian dan pengembangan
aparatur sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualifikasi ASN

2) Peningkatan Kompetensi ASN;

3) Peningkatan Kinerja ASN;

4) Peningkatan Disiplin ASN.

Sasaran jangka menengah pada Renstra
Kementerian/Lembaga

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga
secara garis besar mengarah pada penerapanan implementasi
meritokrasi dalam manajemen ASN yang terdiri dari beberapa
prinsip yaitu Kinerja, Kompetensi, Potensi, Kualifikasi,
Integritas dan Moralitas ASN.

Sasaran jangka menegah dari Renstra Kabupaten/Kota
Sasaran jangka menengah dari Renstra Kabupaten/Kota pun
dengan hampir seluruhnya mengarah pada peningkatan
Kinerja, Kompetensi , Potensi, Kualifikasi dan Integritas dan
Moralitas ASN.

Isu Global, Nasional, dan Regional

Dari hasil identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan

secara ringkas, berikut disajikan teknik menyimpulkan isu

startegis:
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Tabel 2.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD ISU STRATGIS
DAERAH YANG PERANGKAT YANG PD
MENJADI DAERAH RELEVAN GLOBAL NASIONAL REGIONAL
KEWENANGAN DENGAN PD
(1) (2) (3) (4) () (6) (7)
Penilaian Kinerja Kinerja ASN Tidak - - Penilaian SKP Rendahnya
ASN terdapat Isu merupakan instrument Implementasi
KLHS yang penting dalam Meritokrasi
berkaitan pengelolaan karier PNS, dalam

dengan tugas
dan fungsi
BKPSDMD

karena hasil penialian
tersebut digunakan
sebagia dasar untuk
menilai tingkat
kemampuan dan
kompetensi PNS dalam
melaksanakan tugas
dan tanggung jawab
jabatan. Penialian SKP
dilaksanakan secara
objektif dan terukur
melalui evaluasi
capaian kinerja dan
perilaku kerja oleh
atasan langsung selaku
Penjabat Penilai. Hasil
penilaian SKP menjadi
dasar dalm pembinaan
kinerja, pengembangan

Manajemen ASN
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kompetensi, serta
pengambilan keputusan

manajemen
kepegawaian
Pengembangan Kompetensi ASN Tidak Global talent Penguatan Kesenjangan
Kompetensi ASN terdapat Isu coompetation Kapasitas ASN kompetensi di daerah
KLHS yang
berkaitan
dengan tugas
dan fungsi
BKPSDMD
Manjemen ASN Potensi Tidak Tuntutan Reformasi Penempatan ASN belum
dan Penempatan terdapat Isu profesionalisme Birokrasi bersifat adil, objektif
ASN ke Dalam KLHS yang global Nasional dan berbasis
Jabatan berkaitan kemampuan
dengan tugas
dan fungsi
BKPSDMD
Mewujudkan Integritas dan Tidak Tuntutan Nilai- nilai Masih adanya kasus
Integritas dan Moralitas terdapat Isu global terhadap | dasar ASN Ber- | pelanggaran disipin dan
Moralitas KLHS yang tat kelola AKHLAK belum kode etik.
berkaitan pemerintahan terinternalisasi
dengan tugas yang di semua
dan fungsi berintegritas, jenjang
BKPSDMD beretika, pemerintahan
transparan dan
akuntabel
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 14 Tahun 2025, telah ditetapkan visi, misi dan
program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yang selaras dengan
arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 serta diselaraskan
dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan nasional (Asta
Cita) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Adapun visi dan misi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

Visi :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan

nasional (Asta cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi
Manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta
mendorong kemandirian bangsa melalui, swasembada pangan,
energi, dan air, ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan,
industri kreatif, dan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, prestasi olahraga,
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serta pemberdayaan kelompok rentan.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan
nilai tambah dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan, alam, dan
budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama
menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tugas dan fungsi BKPSDMD, dukungan
teradap pembangunan nasional difokuskan pada Astacita Nomor 7,
yaitu: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Adapun visi dan misi program Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih yaitu:

Visi Pembangunan Daerah:

“Babel Berdaya 2029 “Mewujudkan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang Berdaya Saing, Berbudaya, Mandiri dan
Sejahtera”

Visi tersebut diwujudkan melalui tiga (3) misi pembangunan
daerah, yaitu:

1. Misil
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berdaya
dan Berbudaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan daya
saing sumber daya manusia secara merata dan berbudaya dalam
rangka menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

2. Misi 2
Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan
Terpercaya. Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang akuntabel.
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3. Misi 3
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara berkelanjutan.
Misi ini berfokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah berbasis sumber daya berkelanjutan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan
misi Gubernur nomor dua, yaitu Memperkuat Sistem Pemerintahan

yang Responsif, Andal dan Terpercaya.

3.1 Tujuan Renstra BKPSDMD 2025-2029

Tujuan merupakan penyataan umum yang menggambarkan
capain yang hendak diwujudkan oleh suatu instnasi atau organisasi
dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan berfungsi
sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, serta
dapat diturunkan menjadi sasaran dan program kerja yang jelas.
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan memiliki
peran penting sebagai pijakan strategis yang mengarahkan seluruh
kebijakan, program, dan kegiatan agar selaras dengan mandat
kelembagaan. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, menyelenggarakan dua unsur Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah yaitu unsur kepegawaian dan unsur
pedidikan dan pelatihan. Tujuan strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2025-2029 yaitu:

Tujuan Renstra:
”Terwujudnya Implementasi Meritokrasi

dalam Manajemen ASN”
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Untuk dapat mengukur keberhasilan tujuan renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka harus memiliki

indikator tujuan renstra dan target yang dicapai dari tahun 2025-

2029 pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.1

TUJUAN RENSTRA

INDIKATOR TUJUAN
RENSTRA

DEFINISI OPERASIONAL TUJUAN RENSTRA

BASELINE
2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

2

3

4

Terwujudnya
Implementasi
Meritokrasi dalam
Manajemen ASN

Indeks Meritokrasi
dalam Manajemen
ASN

Indeks Maritokrasi dalam Manajemen ASN

0,74

0,76

0,76

0,78

0,78

0,80

Nilai Penerapan RB PD

Nilai komposit yang menunjukkan tingkat
keberhasilan Perangkat Daerah dalam
melaksanakan reformasi birokrasi secara
terukur dan berkelanjutan, yang diperoleh
dari jumlah nilai tertimbang berbagai
indikator kinerja utama pelayanan publik,
tata kelola pemerintahan, manajemen ASN,
digitalisasi layanan, serta pengelolaan
sumber daya dan aset daerah.

86,35

86,85

87,35

87,85

88,35

88,85

3.2

Sasaran Renstra BKPSDMD 2025-2029

Sasaran strategis merupakan target kinerja jangka menengah

organisasi yang menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi program serta kegiatan. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak

ukur keberhasilan pencapaian tujuan serta menjadi dasar bagi

penetapan indikator kinerja yang objektf. Adapun sasaran Renstra

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatnya Meritokrasi Dalam Manajemen ASN dengan Prinsip

Kinerja, Kualifikasi, Potensi, Integritas dan Moralitas ASN

Dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja ASN dapat

dilakukan melalui peningkatan Meritokrasi dalam Manajemen ASN

dari prinsip kualifikasi dilihat dari pendidikan, kinerja yang

optimal, potensi dilihat dari kemampuan ASN, integritas dan
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moralitas dilihat dari disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawab. Kinerja diukur dari indikator: Kinerja Utama
dan Kinerja Penguat. Kualifikasi diukur dari indikator: Tingkat
Pendidikan Formal dan Kesesuaian Bidang Ilmu. Potensi diukur
dari indikator: Kemampuan Intelektual, Kemampuan
Interpersonal, Kesadaran diri, Kemampuan Berpikir Kritis dan
Strategis, Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan, Kecerdasan
Emosi, Kemampuan Belajar Cepat dan Mengembangkan Diri, serta
Motivasi dan Komitmen. Sedangkan Integritas dan Moralitas
diukur dari indikator: melakukan pengecekan riwayat hukuman
disiplin pegawai dalam kurun waktu S tahun terakhir (ringan,
sedang, berat). Sehingga ASN mampu memberikan pelayanan
publik yang berkualitas, efisien, dan efektif. Semakin tinggi tingkat
pendidikan yang telah dicapai, serta tingkat kinerja dan disiplin
pegawai maka diharapkan akan meningkatkan Implementasi
Meritokrasi dalam Manajemen ASN dalam menciptakan
lingkungan kerja yang tertib dan bertanggung jawab.
Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN Dengan Prinsip
Kompetensi Aparatur

Untuk meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dilihat
dari prinsip kompetensi aparatur sipil negara yang mengacu pada
upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN
agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan
dan berkontribusi optimal pada pencapaian tujuan organisasi
dengan didukung pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar profesionalisme yang ditetapkan.
Kompetensi diukur dari indikator: Penilaian Kompetensi,
Pengembangan Kompetensi dan Pengalaman Jabatan. Melalui
pengembangan kompetensi yang diikuti ASN maka akan
berpengaruh pada kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap
sehingga  diharapkan dapat meningkatkan Implementasi

Meritokrasi dalam Manajemen yang berkontribusi pada
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peningkatan meningkatnya Indeks Meritokrasi dalam Manajemen
ASN.

Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dapat diukur melalui target
yang ingin dicapai untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, Tata
kelola internal melalui target yang ingin dicapai untuk
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Sasaran ini
dirumuskan berdasarkan Capaian Indikator Utama Teknis yang
telah ditetapkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas
kienrja organisasi tata kelola internal BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup beberapa aspek yaitu
SDM yang memiliki kualitas dan kompetensi, proses bisnis dalam
menerapkan pelayanan publik, dan pemanfaatan data
kepegawaian berbasis digital. Sehingga BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dapat memastikan upaya peningkatan
tata kelola internal berjalan efektif dan memberikan dampak

positif bagi kinerja aparatur sipil negara.

Terdapat indikator pada masing-masing sasaran yang harus

dicapai dalam lima tahun kedepan, yaitu:

1.

Persentase ASN yang memenuhi standar kinerja, kualifikasi
pendidikan, potensi, integritas dan moralitas

Capaian ini dihitung melalui penginputan Indeks Meritokrasi
dalam Manajemen ASN terhadap seluruh pegawai di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi
beberapa aspek dalam sistem merit yang mencakup kinerja,
kualifikasi pendidikan, potensi, integritas dan moralitas.
Persentase ASN yang memenuhi Kompetensi Sesuai dengan
Jabatan

Capaian ini dapat dihitung melalui perbandingan jumlah ASN
yang mengikuti pengembangan kompetensi meliputi pelatihan

teknis, manajerial dan fungsional terhadap jumlah seluruh ASN.
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3. Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Merupakan nilai yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja
Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengukuran terhadap
indikator kinerja utama dan yang telah ditetapkan. Nilai ini
diperoleh dari nilai akhir capaian masing-masing indikator
dikalikan 100%.

Tujuan dan sasaran rencana strategis disusun dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2025-2029. Berdasarkan penelaahan terhadap tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka
berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung
ketercapaian indikator kinerja daerah diarahkan untuk mendukung
tujuan ke tiga RPJMD, yaitu: “Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Akuntabel”, diintervesi dengan sasaran
“Terwujudnya Birokrasi yang Adaptif, Bersih dan Melayani”.
Berikut tabel keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
dan Sasaran Renstra BKPSDMD serta teknik merumuskan tujuan dan

sasaran Renstra BKPSDMD:
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Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan dan Sasaran BKPSDMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029

Misi

Memperkuat Sistem Pemerintahan yang Responsif, Andal dan Terpercaya

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Meningkatnya Tata | Indeks Terwujudnya | Indeks Terwujudnya Indeks Meningkatnya Persentase ASN yang
Kelola Pemerintahan | Reformasi Birokrasi Pelayanan Implementasi Meritokrasi Meritokrasi dalam | memenuhi standar
yang Akuntabel Birokrasi yang Adaptif, | Publik Meritokrasi dalam Manajemen ASN | Kinerja, Kualifikasi

Bersih dan dalam Manajemen dengan prinsip | Pendidikan, Potensi,
Melayani Manajemen ASN | ASN Kinerja, Kualifikasi, | Integritas dan Moralitas
Potensi, Integritas
dan Moralitas ASN
Meningkatnya Persentase ASN yang
Meritokrasi dalam | Memenuhi Kompetensi
Manajemen ASN | sesuai dengan Jabatan
dengan prinsip
Kompetensi Aparatur
Nilai Meningkatnya Nilai Kinerja Oganisasi
Penerapan RB | Kinerja Organisasi | Perangkat Daerah

PD

Perangkat Daerah
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Tabel

3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN TARGET TAHUN KET.
SASARAN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
RPJMD YANG 2025 2026 2027 2028 2029 2030
RELEVAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11)
Terwujudnya Terwujudnya Meningkatnya Persentase ASN yang 97,15 97,25 97,35 97,45 97,55 97,65
Birokrasi yang Implementasi Meritokrasi dalam | Memenui Standar
Adaptif, Bersih Meritokrasi Manajemen ASN | Kinerja, Kualifikasi
dan Melayani dalam dengan Prinsip | Pendidikan, Potensi,
Manajemen Kinerja, Integritas dan
ASN Kualifikasi, Moralitas
Potensi, Integritas
dan Moralitas ASN
Meningkatnya Persentase ASN yang 86,25 86,45 86,65 86,85 87,05 87,25
Meritokrasi dalam | Memenuhi
Manajemen ASN | Kompetensi  Sesuai
dengan Prinsip | Dengan Jabatan
Kompetensi
Aparatur
Meningkatnya Nilai Kinerja | 98,91 98,92 98,93 98,95 98,96 98,97
Kinerja Organisasi | Oganisasi Perangkat
Perangkat Daerah | Daerah
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Tabel 3.4

Formula perhitungan Indeks Meritokrasi dalam Manajemen ASN

No Indikator Tujuan/Sasaran Formula
Tujuan :
Terwujudnya Implementasi
Meritokrasi dalam
Manajemen ASN
Indikator :
1. Indeks Meritokrasi dalam | Rata rata [{Kinerja (Kinerja Utama 60% + Kinerja Penguat 40%)} + {Potensial (Kompetensi 40%
Manajemen ASN + Potensi 25% + Kualifikasi 20% + Integritas dan Moralitas 15%)}]|
Jumlah nilai tertimbang (Indeks Kepuasan Masyarakat + Inovasi Daerah + Pengukuran
Capaian Kinerja tahunan + Nilai SAKIP + Tata kelola data Statistik sektoral+Layanan SPBE
. + Kehadiran Pegawai Setahun + Pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Penggunaan Produk
2. Nilai Penerapan RB PD Dalam Negeri + Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah + Tingkat Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Kinerja ASN + Implementasi Employeer Branding + Ketepatan Waktu Input
Aplikasi ESR)
Sasaran 1:
Meningkatnya Meritokrasi
dalam Manajemen ASN dengan
Prinsip Kinerja, Kualifikasi,
Potensi, Integritas danMoralitas
1. ASN

Indikator Sasaran:

Persentase ASN yang memenuhi
standar kinerja, kualifikasi
pendidikan, Potensi, Integritas
dan Moralitas

Rata-rata {(Jumlah ASN berpendidikan tinggi / jumlah seluruh ASN x 100%) + (Jumlah ASN
dengan penilaian kinerja minimal BAIK / jumlah seluruh ASN x 100%) + (Jumlah ASN tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin / jumlah seluruh ASN x 100%) + (jumlah ASN yang
memenuhi standar potensi/jumlah seluruh ASN x 100%)}
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Sasaran 2:

Meningkatnya Meritokrasi
dalam Manajemen ASN dengan
Prinsip Kompetensi Aparatur

Indikator Sasaran:

Persentase ASN yang Memenuhi
Kompetensi Sesuai dengan
Jabatan

Jumlah ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai dengan Jabatan / Jumlah Seluruh ASN x
100%

Sasaran 3:
Meningkatnya Kinerja
Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran:
Nilai Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah

Nilai Akhir Indikator =Normalisasi Capaian x (100% - Besaran Koreksi AKIP)
Total PK = ' (Nilai Akhir Indikator 1 + Nilai Akhir Indikaator 2)
NKO = Total PK : Jumlah Indikator
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3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

BKPSDMD Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-
kegiatan yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah
yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, serta misi pembangunan
yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam kebijakan dan program.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025-2029, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menetapkan strategi pembangunan kelembagaan
yang terarah, terpadu, dan selaras dengan misi dua RPJMD.

Strategi dalam renstra menjadi pedoman dalam perumusan
arah kebijakan, menunjukkan prioritas langkah pencapaian sasaran
dan menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan dan
indikator kinerja. Strategi yang disusun harus dianalisis dengan
cermat atas kondisi pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Oleh karena itu,
sebelum masuk pada strategi, perlu diidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
melalui analisis SWOT dengan menganalisa lingkungan internal dan
eksternal.

Analisis lingkungan internal digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengevaluasi faktor-faktor dalam struktur organisasi, sumber
daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis
Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan
kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam
mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Analisis lingkungan

eksternal digunakan untuk proses mengidentifikasi dan mengevaluasi
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faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan

pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi ini akan menghasilkan

indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats)

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

maka diperoleh beberapa hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan

sebagai berkut:
A. FAKTOR INTERNAL:
1. KEKUATAN:

1.

a bk LD

Komitmen pimpinan untuk meningkatkan profesionalitas
SDM;

Adanya Road Map Reformasi Birokrasi;

Tersedianya SDM yang memadai (kualitas dan kuantitas);
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana diklat;

Tunjangan daerah berbasis kinerja dan disiplin.

2. KELEMAHAN:

1.
2
3
4
5.
6
7
8

9.

Rendahnya budaya birokrasi yang melayani;

Rendahnya integritas dan moralitas;

Minimnya reward and punishment yang diterapkan;
Kesejahteraan ASN perlu ditingkatkan;

Lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar bidang;

Database kepegawaian tidak valid dan tidak up to date;
Masih adanya pegawai yang tidak berpendidikan tinggi;
Penempatan pegawai tidak berdasarkan analisis jabatan dan
analisis beban kerja;

Belum optimalnya penerapan SAKIP;

10. Belum supportnya komputer pada ruang CAT;

11. Terbatasnya anggaran.

3. PELUANG

1.
2.

Usia PNS Provinsi rata-rata produktif;

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat;
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6.

Rencana pembentukan UPTD Asessment dan Sertifikasi
Kompetensi ASN Center Serumpun Sebalai;

Rencana pembentukan UPTD KORPRI;

Kerjasama/MOU terkait pengembangan kualifikasi dan
kompetensi SDM;

Pembentukan Corporate University.

4. ANCAMAN

1.

Adanya intervensi politik dalam Implementasi Meritokrasi
dalam Manajemen ASN;

Budaya masyarakat pertambangan yang berpengaruh
negatif terhadap pengembangan SDM,;

Kinerja PNS dinilai kurang optimal oleh masyarakat;
Perubahan sistem kerja dan kelembagaan;

Globalisasi (transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan
SDM);

Kondisi perekonomian yang menurun dikarenakan

ketergantungan terhadap komoditas timah.
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Tabel 3.5

Penentuan Alternatif Strategi

Peluang (0O):

Ancaman (T):

. Adanya Road Map
Reformasi Birokrasi;

. Tersedianya SDM
yang memadai
(kualitas dan
kuantitas);

. Tersedianya fasilitas
sarana dan prasarana
diklat;

. Tunjangan daerah
yang berbasis
kinerja dan disiplin

1. Usia PNS Provinsi | 1. Adanya intervensi
rata-rata produktif; politik dalam
2. Kemajuan Implementasi
Faktor teknologi informasi Meritokrasi dalam
Eksternal yang semakin Manajemen;
pesat; 2. Budaya masyarakat
3. Rencana pertambangan  yang
pembentukan berpengaruh  negatif
UPTD Asessment terhadap
dan Sertifikasi pengembangan SDM;
Kompetensi ~ ASN | 3. Kinerja PNS dinilai
Center Serumpun kurang optimal oleh
Sebalai; masyarakat;
4. Ren%ane; N 4. Perubahan sistem
pembentukan .
Faktor UPTD KORPRI; Ezfé?nba .. dan
Internal S. Kerjasama/MOU DAgE ’
terkait 5. Globalisasi _
pengembangan (transparansi dan
kualifikasi d akuntabel dalam
ualifikasi an
kompetensi SDM; pengelolaan SDM);
p ’ 6. Kondisi perekonomian
6. Pembentukan p
Corporate yans menurin
Universitu. dikarenakan
Yy
ketergantungan
terhadap komoditas
timah.
Kekuatan (S): Alternatif Strategi (S- | Alternatif Strategi (S-T):
1. Komitmen pimpinan 0O): 1. Meningkatkan
untuk 1. Pengembangan Meritokrasi dalam
meningkatkan kompetensi Manajemen ASN;
profesionalitas pegawai 2. Memanfaatkan
SDM; berdasarkan jenis kekuatan SDM yang
jabatan. dimiliki untuk

menghindari ancaman
dari lingkungan
eksternal.
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Kelemahan (W):

1.

10.

11.

Rendahnya budaya
birokrasi yang
melayani;
Rendahnya
integritas dan
moralitas;
Rendahnya
Integritas dan
Moralitas ASN;
Minimnya reward
and funishment yang
diterapkan;
Kesejahteraan ASN
perlu ditingkatkan;
Data base
kepegawaian  tidak
valid dan tidak up to
date;

Masih adanya
pegawai yang tidak
berpendidikan
tinggi;

Penempatan
pegawai tidak
berdasarkan analisis
jabatan dan analisis
beban kerja;

Belum  optimalnya
penerapan SAKIP;
Belum supportnya
komputer pada
ruang CAT;
Terbatasnya
anggaran.

Alternatif Strategi (W-

0O):

1. Pemanfaatan
teknologi informasi
dalam  penerapan

Integritas dan
Moralitas pegawai
dan pengelolaan

data kepegawaiaan;
2. Peningkatan

kualifikasi
pendidikan;

3. Pengembangan
karier pegawai
dengan
menerapkan rotasi
dan mutasi
berbasis

Meritokrasi dalam
Manajemen ASN;

4. Penerapan
Akuntabilitas
Kinerja;

5. Peningkatan
Kapasitas dan
Integritas SDM;

6. Pengelolaan BLUD

pada Rencana
pembentukan

UPTD Asessment
dan Sertifikasi

Kompetensi ASN
Center Serumpun
Sebalai dan UPTD
KORPRI.

Alternatif Strategi (W-T):

1.Penerapan reward and
punishment berbasis
kinerja dan disiplin.

Berdasarkan analisa SWOT strategi pada tabel tersebut dipilih

strategi yang dinilai paling tepat, efektif dan efisien diantara berbagai

alternatif strategi yang dihasilkan melalui Focussed Group Discussion

(FGD) dengan melibatkan para tim kelompok kerja penyusunan

Renstra, yaitu:

1.

Pengembangan kompetensi, potensi dan kapasitas pegawai

berdasarkan jenis jabatan;

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | RENSTRA 2025-2029 | 82




2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan Integritas dan
Moralitas pegawai dan pengelolaan data kepegawaian;
Peningkatan kualifikasi pendidikan;
Penerapan tunjangan berbasis kinerja dan disiplin;

5. Pengembangan karir pegawai dengan menerapkan rotasi dan
mutasi berbasis Meritokrasi dalam Manajemen ASN;
Penerapan reward and punishment berbasis Talent Pool,
Pengelolaan BLUD pada Rencana pembentukan UPTD Asessment
dan Sertifikasi Kompetensi ASN Center Serumpun Sebalai dan
UPTD KORPRI;

8. Rencana Pembentuan Corporate University yang akan berfungsi
sebagai pusat pegelolaan pembelajaran dan pelatihan ASN yang

terintegrasi dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa alternatif
strategi melalui pendekatan Analisis SWOT, maka ditetapkan strategi
terpilih yang disusun dengan merujuk pada sasaran serta indikator
kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beltiung. Penjabaran

strategi dimaksud disampaikan pada tabel berikut:
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Tabel 3.6
Penentuan Strategi

Indikator Kinerja

No. Sasaran S Strategi

asaran

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya | Persentase ASN |- Pemanfaatan teknologi informasi
Meritokrasi yang memenuhi | dalam penerapan Integritas dan
dalam standar Kinerja, | Moralitas pegawai dan
Manajemen Kualifikasi pengelolaan data kepegawaian;
ASN dengan | Pendidikan, - Peningkatan kualifikasi
prinsip Potensi, Integritas | pendidikan melalui tugas belajar.
Kinerja, dan Moralitas
Kualifikasi,

Potensi,
Integritas dan
Moralitas ASN

2. | Meningkatnya | Persentase ASN |- Pengembangan kompetensi

Meritokrasi yang Memenuhi | pegawai berdasarkan jenis
dalam Kompetensi Sesuai | jabatan;
Manajemen dengan Jabatan - Pengelolaan BLUD pada Rencana
ASN dengan pembentukan UPTD Asessment
prinsip dan Sertifikasi Kompetensi ASN
kompetensi Center Serumpun Sebalai dan
Aparatur UPTD KORPRI.

- Rencana pembentukan Corporate

University  sebagai  terobosan
strategis dalam upaya:
a. Integrasi  Program  dengan

Strategi Pembangunan Daerah
yaitu  Merancang  program
pembelajaran sesuai dengan
isu strategis daerah;

b. Penguatan Sistem Manajemen
Pengetahuan yaitu Membentuk
pusat data dan pengetahuan
(knowledge hub) yang
menghimpun inovasi daerah,
riset, dan praktik baik untuk
diadopsi oleh ASN;

c. Inovasi Metode Pembelajaran
yaitu Menerapkan model
pembelajaran blended learning,
micro learning, dan experential
learning untuk meningkatkan

efektivitas;

d. Digitalisasi Proses
Pembelajaran yaitu
Membangun Learning
Management System (LMS)

terintegrasi yang memudahkan
ASN dalam mengakses materi,

mengikuti pengembangan
kompetensi, serta
mendapatkan sertifikasi
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digital.

3. | Meningkatnya | Nilai Kinerja | Penerapan tunjangan berbasis
Kinerja Organisasi kinerja;
Organisasi Perangkat Daerah | Penerapan reward and
Perangkat punishment berbasis Talent Pool,
Daerah - Penerapan Akuntabilitas Kinerja;
- Peningkatan Integritas dan
Moralitas ASN.
Dalam rangka mewujudkan Indeks Implementasi

Meritokrasi dalam Manajemen ASN yang lebih baik secara terencana

dan berkelanjutan selama lima tahun kedepan, BKPSDMD Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menetapkan strategi bertahap yang

terdiri atas lima tahapan, mulai dari tahun 2025 hingga 2029.
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Tabel 3.7

Penahapan Renstra BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TAHAP I TAHAP II TAHAP III TAHAP IV TAHAP V
Konsolidasi Data dan | Penguatan Penguatan Sistem Merit dalam | Evaluasi Kinerja dan | Meningkatnya Indeks
Pemetaan  Kompetensi | Kapasitas ASN, | Manajemen ASN, | Konsolidasi Capaian, | Meritokrasi dalam
ASN Regulasi Pembaharuan Sarana dan | serta Penguatan | Manajemen ASN

Pendukung, dan | Prasarana Pendukung Sistem | Kelembagaan Perangkat
Infrastruktur Merit dalam Manajemen ASN, | Daerah melalui
Sistem dan rencana  pengelolaan | pembentukan UPTD

pusat pembelajaran dan

pelatihan ASN, serta

pembentukan Corporate

University
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Tahap 1 (Tahun 2025): Tahap awal fokus diarahkan pada
penguatan pondasi pengelolaan kepegawaian melalui konsolidasi
data kepegawaian pada sistem informasi (SAPK, SIASN, dll),
pemetaan awal terhadap kondisi profesionalitas ASN, serta
identifikasi kesenjangan kompetensi pada ASN Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan
pengembangan SDM aparatur lima tahun sebagai dasar
implementasi strategi ke depan.

Tahap 2 (Tahun 2026): Pada tahap kedua, fokus diarahkan pada
peningkatan kapasitas ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan,
baik pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial. Selain itu
dilakukan pengembangan infrastruktur pendukung seperti
platform pembelajaran digital (e-learning), peningkatan kapasitas
Widyaiswara, serta penyesuaian regulasi internal untuk
mendukung pengembangan Mertokrasi dalam Manajemen ASN.
Tahapan ini bertujuan untuk memperkecil gap kompetensi yang
telah dipetakan pada tahap sebelumnya.

Tahap 3 (Tahun 2027): Memasuki tahap ketiga, startegi diarahkan
pada implementasi sistem merit secara konsisten dalam
pengelolaan Manajemen ASN. Hal ini mencakup peningkatan
beberapa aspek dalam sistem merit dalam Manajemen ASN,
penilaian kinerja individu berbasis indikator yang terukur, serta
penguatan reward dan punishment berbais kinerja dan disiplin.
Selain itu, dilakukan pembaharuan sarana dan prasarana
pendukung Sistem Merit, penguatan kapasistas SDM dan
pengembangan organisasi pembelajaran, direncanakan
pembentukan Corporate University yang akan befungsi sebagai
strategic learning partner yang menghubungkan kompetensi ASN
dengan kinerja organisasi serta mendukung transformasi tata
kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang efektif, efisien
dan berdaya saing serta sebagai pusat transformasi pengetahuan

dan inovasi yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya
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pembangunan daerah yang berkelanjutan dan masyarakat yang
sejahtera.

e Tahapan IV (Tahun 2028): Tahapan keempat bertujuan untuk
mengevaluasi seluruh upaya yang telah dilaksanakan selama tiga
tahun sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap capaian Indeks
Meritokrasi dalam Manajemen ASN secara menyeluruh untuk
mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan. Hasil evaluasi
ini akan menjadi dasar penyesuaian strategi agar lebih efektif dan
tepat sasaran dalam mendorong Implementasi Meritokrasi dalam
Manajemen ASN di sisa periode perencanaan. Selain itu upaya
pengembangan struktur kelembagaan yang adaptif dan responsif
terhadap kebutuhan pelayanan, termasuk penataan dan
pembentukan UPTD sesuai ketentuan perundang-undangan.

e Tahapan V (Tahun 2029): Fokus diarahkan pada akselerasi
implementasi inovasi dan penguatan sistem pembangunan ASN
secara menyeluruh, yang bertujuan untuk mewujudkan
Implemtasi Meritokrasi dalam Manajemen ASN secara optimal dan
berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan hasil kumulatif dari
seluruh proses pengembangan kinerja, kualifikasi, potensi,
integritas dan moralitas, serta kompetensi ASN yang telah

dilaksanakan selama empat tahun sebelumnya.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan

dan Sasaran Renstra BKPSDMD Tahun 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian Visi “Babel Berdaya 2029”
Mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berdaya
Saing, Berbudaya, Mandiri dan Sejahtera, serta menjalankan Misi
nomor dua RPJMD, yaitu Memperkuat Sistem Pemerintahan yang
Responsif, Andal dan Terpecaya, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menetapkan arah kebijakan sebagai berikut
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Tabel 3.8

Arah Kebijakan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025-2029

No

Arah Kebijakan RPJMD

Arah Kebijakan Renstra

Keterangan

Penguatan tata  keola
pemerintah daerah dan
peningkatan kualitas ASN
pemerintah daerah
menuju penyelenggaraan
pemerintah daerah yang
profesional dan bebas
korupsi

Penyusunan perencanaan
kepegawaian
komprehensif.

secara

Sudah Selaras

Akuntabilitas dalam
pengelolaan data dan
administrasi kepegawaian.

Sudah Selaras

reward and
kepada

Penerapan
funishment
pegawai secara adil.

Sudah Selaras

Penilaian kinerja berbasis
online.

Sudah Selaras

Penguatan sistem
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan.

Sudah Selaras

Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah.

Sudah Selaras

Peningkatan SDM | Sudah Selaras
Aparatur.

Peningkatan nilai | Sudah Selaras
akreditasi diklat dan

sertifikasi profesi.

Pengembangan kompetensi
melalui pendidikan dan
pelatihan.

Sudah Selaras

Pemanfaatan sistem
terintegrasi yaitu
Integrated Discipline
System (BKN).

Sudah Selaras

Pembinaan Integritas dan
Moralitas pegawai secara
berkala.

Sudah Selaras

Penilaian kinerja berbasis
online.

Sudah Selaras

Manajemen talenta dalam
seleksi JPT, mutasi dan
promosi.

Sudah Selaras

Pengelolaan BLUD pada
Rencana pembentukan
UPT Balai Penilaian
Kompetensi ASN dan UPT
KORPRI.

Sudah Selaras

Pembentukan Corporate

Sudah Selaras
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University sebagai
katalisator dalam menuju
ASN yang unggul, berdaya
saing, dan  pelayanan
publik yang tepat dan
berkualitas dengan cara:
e melakukakan kolaborasi
dan Jejaring Strategis

yaitu menggandeng
perguruan tinggi,
lembaga pelatihan

pemerintah, swasta serta
sektor industri untuk
memperkaya kurikulum,
metode dan pengalaman

belajar;

e melakukan Evaluasi dan
Monitoring Berbasis
Outcome yaitu
mengukur dampak
pembelajaran melalui

indikator peningkatan
kinerja organisasi, bukan

hanya dari jumlah
pelatihan yang diikuti
ASN.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam meningkatkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki
kompetensi dan untuk mendukung Renstra BKPSDMD, terdapat
beberapa sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dengan Prinsip
Kinerja, Kualifikasi, Potensi, Integritas dan Moralitas ASN;

3. Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dengan Prinsip
Kompetensi Aparatur.

Untuk mencapai ketiga sasaran ini perlu didukung oleh
beberapa program yang kemudian dilaksanakan dalam kegiatan dan
sub kegiatan. Program yang ditetapkan merupakan dukungan dalam
pencapaian sasaran, terdapat 3 (tiga) Program yang diusung oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya, terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
merupakan Program yang Dbertujuan untuk memastikan
terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, program rutin yang bersifat
pendukung atau fasilitatif terhadap pelaksanaan seluruh urusan
kegiatan BKPSDMD. Program ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu:
a. Nilai SAKIP PD;
b. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDMD).

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah diarahkan untuk mewujudkan
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manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel,

dan berintegritas. Melalui program ini, dilakukan pengelolaan

kepegawaian yang mencakup perencanaan kebutuhan,

pengadaan, mutasi, promosi, kepangkatan, serta pembinaan

disiplin dan kinerja ASN secara berkelanjutan. Program ini

memiliki 4 (empat) indikator, yaitu:

a. Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan
formasi;

b. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya;

c. Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan
Kompetensinya,;

d. Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan upaya

strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan

kompetensi aparatur guna mewujudkan Dbirokrasi yang

profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan, pengembangan

karier, dan peningkatan kompetensi, diharapkan terwujud sumber

daya manusia aparatur yang unggul dalam mendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah. Program ini memiliki 3

(tiga) indikator, yaitu:

a. Persentase @ ASN yang mendapatkan  pengembangan
kompetensi teknis;

b. Persentase @ ASN yang mendapatkan  pengembangan
kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional;

c. Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi.
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4.2 Uraian Kegiatan

Sejalan dengan kebijakan nasional penataan program dan
kegiatan perangkat daerah, mulai Tahun Anggaran 2025 terjadi
perubahan struktur program dan kegiatan yang diampu oleh
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perubahan tersebut
mencakup penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga mendukung terhadap
pencapaian kinerja tujuan yang diwujudkan melalui kinerja sasaran
yaitu Aspek Keselarasan, Aspek Kesesuaian, dan Aspek
Keterhubungan, sehingga capaian kinerja pada tahun-tahun
sebelumnya perlu diselaraskan dengan nomenklatur baru.
Penyesuaian ini dilakukan agar program dan kegiatan yang
dilaksanakan sejalan dengan tugas, fungsi, serta peran startegis
BKPSDMD dalam pengelolaan kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Adapun kegiatan yang mendukung
pelaksanaan program di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, yaitu:

e Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Kegiatan Administrasi Kepegawaian;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

a bk e DN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerabh;

BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | RENSTRA 2025-2029 | 93



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah.

e Program Kepegawaian Daerah.
1. Kegiatan  Pengadaan, Pemberhentian dan  Informasi
Kepegawaian ASN;
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

e Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional.

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target
dan Pagu Indikatif
Subkegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang secara
langsung menghasilkan keluaran (output) tertentu dan menjadi dasar
pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah. Subkegiatan ini disusun untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program secara lebih
terukur dan efektif. Adapun subkegiatan yang mendukung kegiatan
BKPSDMD, yaitu:
e Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah;
2. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-
SKPD;

3. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
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Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Subkegiatan Pengadanaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;

2. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, subkegiatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

3. Subkegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan, subkegiatan Penyediaan
Bahan/Material,

Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
Subkegiatan  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;

1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;

1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Subkegiatan Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
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Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;

1.

Subkegiatan  Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional/ Lapangan;

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya;

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

ASN;

1.

Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
PPPK;

Subkegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian
ASN;

Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian;

Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian;

Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;

1.
2.

Subkegiatan Pengelolaan Assessment Center;

Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat Dan Sertifikat
ASN;

Subkegiatan pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;

Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN.
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Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;

1.

SubkegiatanPengelolaan Mutasi ASN;

2. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN;

3. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN.

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

1.

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur;

Subkegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawai;

Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai, dan
subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN;

Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin

ASN.

Kegiatan Pengembangan kompetensi ASN

1.

Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum;

Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum;

Subkegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi
penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat
daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum, dan
subkegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi,

pemantauan, evaluasi, dan ©pelaporan pengembangan
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kompetensi teknis umum, dan pillhan bagi jabatan
administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren,
perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan
umum;

Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan

Umum.

o Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional

1.

Subkegiatan pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara
pemerintahan dalam negeri provinsi;

Subkegiatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

Subkegiatan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang
kompetensi, dan sumber belajar;

Subkegiatan pelaksanaan kerja sama antar lembaga;
Subkegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan
prajabatan

Subkegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi,
pengelolaan  kelembagaan dan tenaga  pengembang

kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan

Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025-2029

melaksanakan 3 (tiga) program yang terdiri atas 12 (dua belas)
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kegiatan yang menaungi 49 (empat puluh sembilan) subkegiatan.
Rumusan Program, Kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan

pagu indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra BKPSDMD
Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra BKPSDMD

Sasaran RPJMD

Tujuan Benstra

Sasaran Henstra

Outcome

Output

Indikator

Program! Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

n

[2]

[3]

4]

=]

[E]

[

[8]

Terwujudrya Birokrasi
wang Adaptif, Bersik dan
Melayani

Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnua
Implementasi
Meritakrasi Dalam
Manajemen ASM

1. Meningkatnya
Kinerja Organisasi
Perangkat Daerah

HNilai Kinerja Organisasi Perangkat
Daerah

Meningkatnya
Akuntabilitas Perangkat
Daerah

Nilai Sakip PD [BKPSDM)

Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi

MeningkatnyaPelayana
n Internal Perangkat
Daerah

Indeks Kepuasan Pelavanan Internal
(BKPSDM)

Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jdumlah Dokumen Pefencanaan Perangkat

B=acrak

Subkegiatan Peryusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Dasrah

damlah Dokumen RKA-SKEPD dan Laporan
Hazil Koordinasi Penyusunan Dokumen REA-

SKPD

Subkegiatan Koordinasi dan Penwusunan
Dokumen FEA-SKFPDO

dumlak Laparan EvaluasiKinerja Perangkat
Daerak

Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrak

Survey Kepuasan
Pelayanan Keuangan

Survey Kepuasan Pelayanan
Keuangan

Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlak Crang vang Menesrima Gaji dan
Tunjangan ASM

Subkegiatan Peruediaan Gaji dan Tunjangan
ASM

Survey Kepuasan
Pelayanan Kepegawaian

Survey Kepuasan Pelayanan
Kepegawaian

Kegiatan Administrasi Kepegaw aian
Perangkat Daerah

Jumlak Paket Pakaian Dinas Beserta Atribue
kKelengkapan

Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannua

Survey Kepuasan
Pelayanan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Survey Kepuasan Pelayanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
Daerah

dumlakh Paket Komponen Instalasi
ListrikiPenerangan Bangunan Kantor vang
Dizediakan

Subkegiatan Pervediaan Komponen Instalasi
Listrik!Penerangan Bangunan Kantor
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Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra

Sasaran Henstra

Outcome

Output

Indikator

Programi Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

]

(2]

K]

(4]

(=

(E]

(7]

]

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantar yang
Dizediakan

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan vang Disediakan

Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan
Peraturan Perundang-lUndangan vang
Disediakan

Subkeqiatan Pervediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Paket BahanlMaterial yang
Disediakan

Subkegiatan Penyediaan Bahan!Material

Jumlah Laporan Fasilitazi Kunjungan Tamu

Subkegizatan Fazilitazi Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fapat

Foordinasi dan Konsulkasi SkPO

Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinas

dan Konzultasi SKPD

Jumlah Barang Milik
Daerah [BMD) Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
yang Diadakan

Jumlah Barang Milik Daerah (BMD)
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah vang Diadakan

Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Urit Peralatan dan Mesin Lainnuwa
yang Dizediakan

Subkeqgiztan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainrya

Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan
Lainya yang disediakan

Subkeqgiatan Pengadaan Gedung Kantar atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Meruurat

Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Permediaan Jaza
K.omunikaszi, Sumber Dava Air dan Listrik vang
Dizediakan

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum K.antor wang Disediakan

Subkegiatan Peryediaan Jasa Pelayanan Umum

F.antor
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Sasaran RPJMDO

Tujuan Renstra

Sasaran Henstra

Outcome

Output

Indikator

Programf Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

]

(2]

(31

5]

(51

(6]

(7

(81

Jumlah BMDO Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Y ang Dipelihara

Jumlah BMO Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah ¥ ang Dipelihara

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlak Unit Kendaraan Dinas Operasional
atau L apangan vang Dipelihara dan
Oibayarkan Pajak dan Perizinannya

Subkegiatan Pervediaan Jasa Pemeliharaan,
Bizwa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
K.endaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnwa vang DipeliharalDirehabilivasi

Subkegiatan Pemeliharaan ! Rehabilitasi Gedung
K.antor dan Bangunan Lainnwa

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung
K antar atau Bangunan Lainnya vang
DipeliharalDirehabilitazi

Subkegiatan Pemeliharaan ! Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantar atau Bangunan
Lainnya

2. Meningkatnya
Meritokrasi Dalam
Manajemen ASN
dengan Prinsip
Kinerja Kualifikasi
Pendidikan. Potensi.
Integritas dan
Moralitas ASN

Persentase ASN yang Memenuhi
Standar Kinerja, Kualifikasi,
Pendidikan. Potensiy Integritas dan
Moralitas

Meningkatnya kualitas
layanan administrasi
kepegaw aian

Persentase perencanaan kebutuhan
yang sesuai dengan formasi

Program Kepegawaian Daerah

Jumlah Pegawai Yang

Terpenuhi Sesuai Formasi

Jumlah Pegaw ai ¥ang Terpenuhi
Sesuai Formasi

Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian ASNHN

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Fencana
k.ebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN

Subkegiatan Peruusunan Rencana Kebutubhan,
Jeniz dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan

Pengadaan ASH

Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan

F asilitasi Pengadaan PNS dan PPPE

Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi

Pengadaan PMNS dan FPPE

Jumlah Dokumen Hazil Perumuzan Bahan

Kebijakan Pemberhentian ASMN

Subkegiatan Perumusan Bahan Kebijakan

Pemberhentian A5M

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Adminiztrasi Pemberhentian
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Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra

Outcome

DOutput

Indikator

Programi Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

[

[£]

(31

=

[E]

71

[81

Jumlah Lembaga Profesi
ASHN yang Difasilitasi

Jumlah Lembaga Profesi ASN yang
Difasilitasi

Jumlah Lembaga Profesi 85N vang Dif asilitasi

Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi 85N

Jumlah Data dan Informasi
Kepegawaian yang Akurat

Jumlah Data dan Informasi
Kepegawaian yang Akurat

Jumlah Dokumen Hasil Pengelclaan Sistem
Informasi Kepegaw aian

Subkegiatan Pengelolaan Sistemn Informasi
Kepegawaian

Jumlah Dakumen Haszil Pengelolaan Data
K.epegawaian

Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

Meningkatnya
Pengembangan
Kompetensi ASN

Persentase ASH yang ditingkatkan
kompetensinya

Jumlah ASH yang
Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah ASN yang Ditingkatkan
Kapasitasnya

Kegiatan Pengembangan Kompetensi
ASN

Jumlah Dokumen Pengelolaan Azzezzment
Center

Subkegiatan Pengslolaan &zzessment Center

Jumlah Ookumen Hazil Pengelolaan
Bdministrasi Diklat dan Serifikaszi 45N

Subkegiatan Pengeloaan Sdministrasi Diklat dan

Sertifikaszi £5MN

Jumlzh Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan

ASM uang Dikelola

Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

ASH

Jumlzh Fungsional 85K vang Dibina

Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional
NS

Meningkatnya tata
kelola karir ASN

Persentase pengembangan karir ASN
sesuai dengan kompetensinya

Jumlah ASHN yang Dimutasi
dan Promosi

Jumlah ASN yang Dimutasi dan
Promosi

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Bdministrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi
ASM Antar Daerah

Subkegiatan Pengelolaan Mutasi A5M

Jumlzh Dokumen Hazil Pengelclaan Promesi
ASh

Subkegiatan Pergelolaan Promosi 85N

Jumlah ASH yang dikelola
kenaikan pangkat

Jumlah ASN yang dikelola kenaikan
pangkat

Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat A5MN

Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat

ASH
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Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra

Outcome

Output

Indikator

Program{ Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

)]

[£]

3

4]

5]

[L51]

7

(3]

Meningkatnya kualitas
penilaian kinerja ASN

Persentase pegaw ai dengan SKP
bernilai baik

Jumlah ASHN vang Terbina

Jumlah ASN yang Terbina

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Jumlah Dakumen Hasil Pelaksanaan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Sparatur

Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Kinerja &paratur

Jumlah ASMN uang Diberikan Penghargaan

Subkegiatan Pengelolaan Pemberian
Penghargaan bagi Pegaw ai

Jumlah ASMN uang Oiberikan Tanda Jaza

Subkegiatan Pengelolaan Tanda Jasabagi
Pegaw ai

Jumlak ASMN yang Mendapatkan Pembinaan
Eedisiplinan

Subkegiatan Pembinaan Disiplin A5M

Jumlah Laporan Hasil Pengelalzan
Penyelezaian Pelanggaran Disiplin &SN

Subkegiatan Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASM

3. Meningkatnya
Meritokrasi dalam
Manajemen ASN
Dengan Prinsip
Kompetensi Aparatur

Persentase ASN yang Memenuhi
Kompetensi Sesuai dengan Jabatan

Meningkatnya layanan
pengembangan
kompetensi teknis

Peisentase ASN yang mendapatkan
pengembangan kompetensi teknis

Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Jumlah ASHN ¥ ang Memiliki

Sertifikat Kompetensi
Teknis

Jumlah ASHN ¥ ang Memiliki Sertifikat
Kompetensi Teknis

Kegiatan Pengembangan Kompetensi
Teknis

Jumlzh Kebijzkan Teknis darn Berncana
Perngembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti. dan Pilikan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Kankuren, Perangkat Dasrah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum vang Disusun

Subkegiatan Penyusunan Kebijzkan Tekniz dan
Ferncana Pengembangan Kompstensi Teknis
Umum. Imti. dan Pilihan bagi Jabatan &dministrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintaban Umum

Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Megeri Kompetensi
Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Perunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum
wang Disusun

Subkegiatan Penyusunan Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan Dalam Megeri
kKampetensi Teknis umum, Inti, dan Piliban bagi
Jabatan Administrasi Penvelenggara Urnusan
Femerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjana. dan Urusan Pemerintahan Umuom
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Sasaran RPJMDO

Tujuan Benstra

Sasaran Renstra

Outcome

Output

Indikator

Program! Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

il

[£]

[31

(4

5

(5]

[

(81

Jurmlzh ASM vang Mengikuti Pengembangan
Kompetensi

Subkegiatan Pervelenggaraan Pengembangan
Fompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilikan bagi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Dasrah
Penunjang. dan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah Dokumen Haszil Pembinaan,
Pengoardinasian, Fasilitazi, Pemantauan,
Ewaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Kompetensi

Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian,

F azilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi

Pervelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Dasrah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Meningkatnya layanan
pengembangan
kompetensi dasar,
kader, manajerial dan
fungsienal

Peisentase ASN yang mendapatkan
pengembangan kompetensi dasar,
manajerial, dan fungsional

Jumlah ASNYang
Mendapatkan Sertifikat

Pelatihan Manajerial, dan

Fungsional

Jumlah ASN ¥ ang Mendapatkan
Sertifikat Pelatihan Manajerial, dan
Fungsional

Kegiatan Sertifikasi. Kelembagaan.
Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

Jurmlah ASM vang Mengikuti Pengembangan
Fompetenszibagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tingai, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

Subkegiatan Pervelenggaraan Pengembangan
F.ompetenszi bagi Pimpinan Daerahk, Jabatan
Pimpinan Tingagi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajsbatan

Meningkatnya layanan
penjaminan mutu dan
sertifikasi kompetensi

Persentase ASN yang memiliki
sertifikasi kompetensi

Jumlah ASN yvang

tersertifikasi kompetensi

Jumlah ASN yang tersertilikasi
kompetensi

Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi

Subkegiatan Pengelolaan Lembaga Senifikasi
Peryelenggara Pemerintahan Dalam Megeri
Praovinsi
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Sasaran RPJMD

Tujuan Renstra

Sasaran Renstra

Outcome

Output

Indikator

Program! Kegiatan! Subkegiatan

Ket.

]

(2]

(3

)]

(5]

(E]

(1]

L]

Jumlzah ASH Pravinsi dan Kabupatenikata
wang Tersertifilkasi

Subkegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
diLingkungan Pemerintak Provinsi dan
K.abupaten Kota

Jumlzh Laporan Pengelalzan Kelembagazan,

Tenaga Pengembang Kompetensi, dan
Sumber Belajar

Subkegiztan Pengslolaan Kelembagaan,
Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber
Belajar

durmlzh Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama
Antar Lembaga

Subkegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Lembaga

Jumiah Dokumen Hasil Pembinaan,
Perngoordinasian, Faziltasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelakzanaan
Sertifikazi, Pengelolaan Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelalaan Sumber Belajar, dan Kerja
Sama, serta Pengembangan Kompetenzsi
Pimpinan Daerah, Jabatan Fimpinan Tinggi,
K.epemimpinan, dan Prajabatan

Subkegiatan Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
k.elembagaan dan Tenaga Pengembang
K.ompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
K.erja Sama, serta Pengembangan Kompetensi
Fimpinan Dasrah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
K.epemimpinan, dan Prajabatan
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Rencana pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis melalui dua program
utama, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Alokasi anggaran disusun
berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,
dengan fokus pada peningkatan manajemen ASN, pengembangan
kompetensi, serta penunjang tata kelola kelembagaan BKPSDMD.

Rencana pendanaan 5 (lima tahun) dapat dilihat pada lampiran 4.2.
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Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN { PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / A T CME! | TAUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERAIR'T | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
5.03 - KEPEGAWAIAN 25253 §91.341,00 28.141.870.948,00 30.751.178.286,00 31.235.063.125,20 31.563.719.258,14
£.03.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22 856 320.836,00 25.160.238.537,00 27 780,526 486,00 26.150.740.785,50 28.471.385.870,75
PROVINSI
5.02.5.04.0.00.01.00
00 - BADAN
Meningkatkan Pelayanan Intemal Indeks Kepuasan Pelayanan KEPEGAWALIAN DAN
Perarghat Doerah intermed Prrammghiok Dosrch (indes) 85,77 865 22 507.377.244,00 a7 25,010.531.203,00 88 27.621.883 814,00 80 25.868.541 407,03 a0 26.187.304.850,18 | ool T AN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
TN =R T E I E T 18.078.026.852,00 18.480.501.867,00 18.737.400.395,00 19,018 470.536,00 10.303.747.564,00
Perangkat Daerah
e My ey Pt eama el i LR SRV e o 101 18.078.026.852,00 10 18.480.501.667,00 10 18.737.408.395,00 101 19,018 470.536,00 101 19.303.747.584,00
dan Tunjangan ASN (Crang/ Bulan) : R : ) T ’ ; . B T T T T
e =R e e 18.078.026.852,00 18.480.501.887.00 18.737.400.395,00 19.018.470.536,00 10.303.747.584,00
Tunjangan ASM
- - —
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Al | JUMIan Orang yang Menerima Gaji o4 101 18.078.026.952,00 101 18.460.501.867,00 10 18.737.400.395,00 101 19.018.470.536,00 101 10.303.747.564,00
dan Tunjangan ASM (Qrang’ Bulan)
B e et R 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000.00
Perangkat Daerah
= K Pl Jumlsh Paket Pakaian Dinas
V:peg‘e"awz‘.’::s"" =laysnan Beserts Atibut Kelengkapan i 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000.00
§ (Pakat)
5.03.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian
= -
2l 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Helengkapannya
_ . . Jumnlah Paket Pakaian Dinas
E:Jf'j:ra F;"“‘an” Dinas Beserta Beserta Atibut Kelengkapan i 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
ielenghaps {Paket)
B e B00.097.447.00 689.366.748,00 687.268.861,00 1.232.544.984,38 1.232.030.0080.55
Perangkat Daerah
S Kepuasan Pelayanan Jumlzh Paket Barang Cetakan dan
abE e Penggandaan yang Disediakan 20 20 B00.097.447,00 20 689.856.748,00 20 667.366.961,00 20 1.232 544.084,38 20 1.232.030.080.55
Administrasi mum Perangkat Daerah (Paket)
Jumlzh Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan ki 30 30 a0 20 30
Kantor yang Disediakan (Pakst)
Jumlzh Dokumnen Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perumdang-Uindangan yang s : s : : :
Disediakan (Dokumsn)
Jumlsh Laporan Fasilitasi . .
Kunjungan Tamu (Laporan) = = = = = =
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 12 12 i2 i2
SKPD (Laporan)
Jumlzh Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Pakst) v v v T o z
Jumlzh Paket Bahan/Material yang 5 5 5 5 = =
Disadiakan (Paket) = =
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAM { PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME | KEGIATAM / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERAMGAN
SUBKEGIATAN OQUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (08) (09) (10} (11) (12) (13) (14) (13)
5.03.01.1.06.0001 - Penyediaan
[zl 126.092.310,00 148.257.160,00 148.150.063,00 265.402.406,65 265.202.162.26
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- " - Jurnlah FPaket Komponen Instalasi
I.E':i_‘??:"’ Mm""’gen '"5"’"’:; o Listrik/Penerangan Bangunan a0 30 126.092.310,00 a0 148.257_160,00 a0 148.150.063,00 a0 265.402 496,55 30 265.202.162.26
= nerangan Bangunan Rantar Kantor yang Disediakan (Paket)
TN LA L= 2 2 T 320 28.077.565,00 30.886.608,00 30.864.506,00 £5.202.186,80 £5.269.200.47
Logistik Kantor
- - . Jumlah Paket Bahan Logistik .
Tersedianya Bahan Logistik Kantor antor yang Discdiakan (oaket) 7 7 28.077.565,00 7 30.886.608,00 7 30.864.506,00 7 £5.262.186,80 7 £5.269.200.47
5.03.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang - - - 1 q
e 57.955.129,00 61.773.817,00 61.729.183,00 110.584.373,61 110.538.400,94
- Jurmnlah Paket Barang Cetakan dan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 20 57.055.120,00 20 1.772.817.00 20 1.720.183,00 20 110.584 373,81 20 110.535.400.04
‘enggandaan (Paket)
5.03.01.1.06.0008 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 5.795.513,00 8.177.382,00 8.172.619,00 11.058.437,36 11.052.840,09
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan 4 . . 1 q
Paratiran Pernaang. Undangan Parundang. Lindangan yang 3 3 5.795.513,00 3 £.177.382,00 3 6.172.619,00 a 1.058.437.38 3 1.053.840,08
Disediakan (Dokumsen)
£.03.01.1.06.0007 - Penyediaan - e -
e 151_865.387,00 183.321.451,00 181.187.570,00 325.753.120,82 325.615.202.83
—— ——
Tersedianya Bahan/Material Jumizh Paket Bahan/Material yang 5 5 151.885.387,00 5 183.321.451,00 5 181.187.570,00 5 325.753.120,82 5 425.815.202.83
Disediakan (Pakst)
f‘_':nff' AL Bl e L T 11.591.026,00 12.354.763,00 12.345.830,00 22.116.874,72 22.107.680,19
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumiah Laporan Fasilitasi 12 12 11.591.026,00 12 12.354.763,00 12 12.345.839,00 12 22 116.574,72 12 22107 860,18
Tarmu Kunjumgan Tamu (Laporan)
5.03.01.1.06.000% - Penyelenggaraan
e 217.820.517.00 247 095.267,00 246.916.772.00 442 337 404,42 442 15360377
Fonsultasi SKPD
. | Jumlsh Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat | oo o) yeoinaci dan Konsuttasi 12 12 217.820.517,00 12 247.085.267,00 12 248.916.772.00 12 447 337.404,42 12 442 153.603.77
Kioordinasi dan Konsultasi SKFD
SKPD (Laporan)
5.03.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik
Cosh s = 4.000.000,00 1.900.000.000,00 4.002.000.000,00 4.000.000.00 4.000.000.00
Urusan Pemerintah Daerah
Jumiah Barang Milik Daerah (BMD) - -
e e i = e e s | A g Rl 0 1 4.000.000,00 100 1.600.000.000,00 1 4.002.000.000,00 1 4.000.000,00 1 4.000.000,00
. Lainnya yang Disediakan (Unit)
yang Diadskan
Jumnlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainmya yang Disediakan| 0 1 1 1 1 1
{Unit)
e D g 2.000.000,00 1.700.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Peralatan dan Mesin Jumiah Unit Peralstan dan Mesin 0 1 200000000 | 100 1.700.000.000.00 1 2.000.000.00 1 2.000.000.00 1 2.000.000.00
Lainmya Lainnya yang Disediakan (Unit)
LR L b=l e T 2.000.000,00 200.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
HKantor atau Bangunan Lainnya
- Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Tersedianya Gedung Kantor atsu Bangunan Lainnya yang Disediakan| o 1 2000.000,00 1 200.000.000,00 1 4.000.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00

Bangunan Lainmya

{Unit)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME [ KEGIATAM / OUTPUT TAHUNH 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 (02) (03) (04) 23) (08) (07) (08) s (10) (1) (12) (13 (14} (13
5.03.01.1.08 - Penyediaan Jasa
R 2.780.080.522,00 2.846.233.888,00 3.081.981.985,00 3.610.007.181,75 3.B55.635.743,68
Pemerintahan Daerah
_ . Jumnlzh Laporan Penyediaan Jasa
j"'""“h gm‘.j"_’a: iz :E"”"Ja"g Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 2.780.060.522,00 12 2,846 233.886,00 12 3.081.981.985.00 12 3.610.007.161.75 12 3.655.835. 748 66
rusan Femannian Lsera Disediakan (Laparan)
Jumlzh Laporan Penyediaan Jasa
Keormunikasi, Sumber Daya Air dan 12 12 12 12 12 12
Listrik yang Disediakan (Laporan)
Jumish Laporan Penyediaan Jasa . .
Surat Menyurat (Laporan) = = = = = =
TS =R T 12.000.231.00 14,325.716.00 14,215.006.00 26.540.240.67 26.520.218.23
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat | Jumiah Laparan Penyediaan Jasa 12 12 13.000.231,00 12 14.825.716,00 12 14.815.006,00 12 26.540.240,67 12 26.520.216.23
Menyurat Surat Menyurat (Laporan)
5.03.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa -
Komurikasi, Sumber Daya Al fan Lishik 570.551.261,00 §17.738.170,00 617.201.620,00 1.105.843.736,08 1.105.384.000.43
. . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber |\ o Sumber Daya Air dan 12 12 570.651.201,00 12 617.738.170,00 12 617.281.020.00 12 1.105.843.736,08 12 1.105.384.000.43
Draya Air dan Listrik - - ;
Listrik yang Disediakan (Laporan)
IR b=l = e 2.166.600.000,00 2.213.670.000,00 2.440.875.050,00 2.486.623.176,00 2.523.022.523.00
Pelayanan Umum Kantor
_ Jumnlah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 12 12 2.186.600.000,00 12 2,212 670.000,00 12 2.440 875.050,00 12 2.486,623.176.00 12 2 523,022 £23.00
Kantor I .
Disediakan (Laporan)
5.03.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik]
Diserah Penunjang Urusan Pemerintahan| 1.043.182.323,00 1.111.828.702,00 1.111.125.473,00 1.090.518.724,00 1.080.601.2168.67
Diaerah
Jumlsh Sarana dan Prasarana
LTI THE D Ao Sl = 121 121 1.043.182.323,00 121 1.111.928.702,00 121 1.111.125.473,00 121 1.690.518.724,90 121 1.680.601.218,87
Pemerintah Daerah Yang Dipelihara Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainmya yang 3 3 3 3 3 3
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumish Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak v _" _" v w v
dan Perizinannya {Unit)
5.03.01.1.09.0002 - Penyedizan Jasa
FErE s ey 231.820.516,00 247 005.267,00 248 916.772.00 442 33740442 442 15380377
Pajak dan Periziman Kendaraan Dinas
Oiperasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlsh Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operaszional atau Lapangan yang - . - = . - - - .
Kancaroan inas Goarainnal a1 Dininar don Dioaparan Paph 7 7 231.820.516,00 7 247 00526700 7 246 9168.772,00 7 442 33740442 7 2.153.603.77
Lapangan dan Perizinannya {Linit)
£.03.01.1.06.0008 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 570.551.201,00 617.738.168,00 617.201.928,00 1.105.843.736,08 1.105.3684.000.43
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainmya yang 3 3 570.551.204,00 3 617.738.168,00 3 £17.201.020.00 3 1.105.843. 736,08 3 1.105.384.000.43

Kantor dan Bamgunan Lainnya

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

5.03.01.1.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainmya

231.820.516.00

247 00526700

246.918.772.00

442 33740447

442 153.603.77
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR QUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME [ KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) 02 (03) (04) (05) (06} (07) 108) (09) (19) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
o N p o
emefharaan/Renabifiasi Saranadan | Gedung Kantor atzu Bangunan 121 121 23182051600 | 121 24700526700 | 121 24691677200 | 121 44233740442 | 121 442.153.603.77
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
B‘;‘;:a kstnya Akuntabilitas Perangkat B‘,'""if;is‘j P Perangkst Dasrah 80,35 82.75 148.043.302.00 g3 158.757.334,00 | 8325 15864265200 | 835 284.190.378.56 | 8375 284.081.229.57
5.03.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja 148.0843.302.00 158.757.334.00 158 642 652,00 284.186.378,56 284.081.220.57
Perangkat Daerah
s Ao Jumnlsh Laporan Evaluasi Kinerja
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja pe . g 4 4 148.043.302,00 4 158.757.324,00 4 158.642 652,00 4 284.100.378,58 4 284.081.220,57
= = Perangkat Dasrah (Laparan)
‘erangkat Daersh
Jumnilah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumean) = = = = z =
Jumnlah Dokumen REKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi 1 1 1 4 1 1
Penyusunan Dokumen REA-SKPD
(Dokumen )
5.03.01.1.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 115.910.258,00 130.225.180,00 130.123.894,00 234.024 066,48 230.019.709,29
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan - - P — - - - .
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen) 2 2 115.910.258.00 2 130.225.180,00 2 130.123.894,00 2 234,024 066,48 2 230.019.700.29
5.03.01.1.01.0002 - Koordinasi dan -
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 15.648.585,00 10.000.000.00 10.000.000,00 7.000.000,00 20.000.000.00
; A GHE
Tersedianya Dokumen RFA-SKPD dan L:’"'“‘;'n:"‘_’::if‘:;of‘d’i\z:ih D dan
Laporan Hasil Koordinasi Pemyusunan P y = 1 1 15.646.505,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 17.000.000,00 1 20.000.000.00
- Penyusunan Dokumen REA-SKFPD
Dokumen RKA-SKFD .
(Dokurmen)
5.03.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja .
Parangkat Daarah 17.386.539,00 18.532 145,00 18.518.758,00 33.175.312,08 23.161.520,28
——— ; = ———
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumizh Laporan Evaluasi Kinara 4 4 17.386.530,00 4 18.532. 145,00 4 18.518.758,00 4 33.175.312.08 4 33.161.520.28
Perangkat Daersh Peramgkat Dasrah (Laporan)
g;.é.:i-'FRCKB ZREsn 2.507.370.705.00 2872.582412.00 2.870.651.803,00 5.084.322 339,70 5.082.333.378.38
5.03.5.04.0.00.01.00
00 - BADAMN
. " Persentase Perencanaan
e Tl Kebutuhan yang sesusi dengan 95,60 98 50 023.357.007,00 | ©7.00 8507053800 | ©7.50 884431128500 | 08,00 1584408671,22 | 0850 1.523.740.003,35 | HEPEGAWAIAN DAN
administrasi kepegawaian F ;i Pe ) PENGEMBAMGAMN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
5.03.02.1.01 - Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi 823.357.907,00 B85.070.528,00 884.431.185,00 1.584.408.6871,28 1.583.749.903,35
Kepegawsian ASH
Jumiah P ai Yang Terpenuhi Sesuai i e e
- Egaw g Tems= Bahan Kebijakan Pemberhentian 0 1 180.287.164,00 1 156.981.878,00 1 156.878.571,00 1 281.039.127.08 1 280922202 16
Formasi
ASHN (Dokumen )
Jumlah Dokumen Kegiatan
Kigordinasi dan Fasilitasi 1 1 1 4 1 1
Pengadaan PMNS dan PPPK
(Dokourmen )
Jurnlah Dokumean Hasil
Penyusunan Rencana Kebutuhan,
Jenis dan Jumiah Jabatan untuk 0 1 1 1 1 1
Pelaksanaan Pengadaan ASM
(Dokumen )
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUMN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUMN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10} (11) 12) 13 (14) (15)
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan 1 1 1 1 4 4
Administrasi Pemberhentian
[Dokurmen )
5.03.02.1.01.0002 - Penyusunan
Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah - 1
Jabatan untuk Pelsksanaan Pengadaan 25.351.164,00 27.032 222 00 27.012.625,00 48.391.721,89 48.371.604,25
ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Kebutuhan,
Kebutuhan, Jenis dan Jumiah Jabatan Jenis dan Jumiah Jabatan untuk a 1 35.361.184.00 1 37.032.222,00 1 37.012.625,00 1 48.301.721,80 1 48.371.604.25
untuk Pelaksanaan Pengadaan ASH Pelaksanaan Pengadaan ASM
(Drokumen )
5.03.02.1.01.0003 - Koordinasi dan - q
Fasiitas Pengadaan PNS dan PPPK £00.303.722,00 £1.331.407,00 £1.272.655,00 145.585.386,29 145.534.850.68
Jumlah Dokumen Kegistan
Terlaksananya Koondinasi dan Fasilitasi | Koordinasi dan Fasilitasi " 9
Pangadaan PNS dan PPPK Pengadaan PNS dan PPPK 1 1 99.303.722,00 1 81.331.407.00 1 81.272 655,00 1 145.585.356,20 1 145.534 258,68
[Dokurmen )
5.03.02.1.01.0005 - Perumusan Bahan - - 1 A &
Kebijakan Pem ntian ASM 17.015.626,00 18.136.793,00 18.123.691.00 32.467 572.00 32.454.074.52
Dirumuskannya Bahan Kebijakan Jumlah Dokurnen Hasil Perumusan
= ny: - =0y Bahan Kebijakan Pemberhentian o 1 17.015.626,00 1 18.136.793,00 1 158.123.691.00 1 32,467 572,08 1 32.454.074.52
Pemberhentian ASN P
ASH (Dokumen |
5.03.02.1.01.0008 - Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi 32.806.852,00 30.4D01.556,00 30.469.520,00 54.584 448 81 54.561.754,71
Pemberhentian
Jumlah Dokurmen Hasil Kegiatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan | Koordinasi Pelaksanaan = = = . 1
Administrasi Permberhentian Administrasi Permberhentian 1 1 35.606.652.00 1 30.481.556,00 1 30.459.530,00 1 54.584 446,81 1 54.561.754.7
[ Dokumen )
. . Jumlah Dokumen Hasil
B e [ o e e 1 1 127.501.284,00 1 135,002 207,00 1 135,204 225,00 | 243285 821,04 | 243.184.482.07
yang Akurat N
Kepegawaian (Dokumen )
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Data Kepegawaian 12 12 12 12 12 12
[Dokumen )
£.03.02.1.01.0010 - Pengsiolazn Sistem £2.546.155,00 74.128.580,00 74.075.032.00 132.701.248,33 132.648.081.13
Informasi Kepegawaian
Terkelolanya Sistem Informasi Jumish Dokumen Hasil
Y: : Pengelolaan Sistem Informasi 1 1 62.546.155,00 1 74.128.580,00 1 74.075.032.00 1 132.701.248,33 1 132.646.081.13
Kepegawsaian " .
Kepegawaian (Dokumen )
3‘03'32" 01.0011 - Peng=iolazn Data 57.955.129,00 61.773.817.00 61.728.193,00 110.584.373,61 110.538.400.84
{epegawaian
Jumlah Dokurnen Hasil
Terkelclanya Data Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian 12 12 57.855.120,00 12 61.773.817,00 12 61.720.123,00 12 110.584.373,61 12 110.538 400,04
[Dokumen )
ST B R =R T I e L e =R 1 1 615.560.450,00 1 502.176.163,00 1 501.748.3280,00 1 1.060.083.922,26 1 1.050.643.219,12
Difasilitasi Difasilitasi (Lembaga )
e il =l T 615.560.459,00 562 176.163,00 561.748.380,00 1.060.063 822,26 1.050.643.218,12
rofesi ASM
I e Jumlah Lembaga Profesi ASN yang - - . q
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN Difasilitasi {Lembaga } 1 1 615.560.459,00 1 582 176.163,00 1 501.748.320,00 1 1.060.083 922,26 1 1.050.643.218.12
B e e [ e e N 00,83 09,91 385450.564.00 | ©0.92 41035785600 | o004 41056086200 | 90,05 73540666885 | 0007 735.180.904.57
ASN Bemilai Baik (Persentase)
Aol T = T 385.450.564,00 410.857.656,00 410.560.862,00 735.406.668,85 735.160.904,67
Kinerja Aparatur
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME /! PERANGKAT
OUTCOME | KEGIATAM ! OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (13)
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
Jumiah ASM yang Terbina Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 11 & 385.450.584,00 5 410.857.656,00 4 410.560.862,00 3 735.406 688,85 2 735.190.904,67
ASHN (Laporan)
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Penilaian dan 1 1 " 1 1 4
Ewvaluasi Kinerja Aparatur
(Dokumen )
Jumlah ASM yang Mendapatkan = =
g 2513 2500 2.500 2.500 2,500 2.500
Jumlah ASN yang Diberikan Tanda a7 200 00 200 300 200
Jasa (Orang)
Jumlah ASM yang Diberikan = - 1
Penghargaan (Orang) = E = = < <
AN B=bEr o= s 57.855.128,00 61.773.617.00 61.720.193,00 110.584.373,61 110.538.400.84
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil
Terlsksananya Penilaian dan Bvalussi | Pelaksanaan Penilaian dan 1 1 57.056.129,00 1 61.773.817.00 1 61.720.193,00 1 110.584 373,61 1 110,538 400, 04
Kinerja Aparatur Ewvaluasi Kinerja Aparatur
(Dokumen )
e O e ) 160.043.521,00 180.181.880,00 180.051.710,00 322,552 500,83 322 418.407.87
Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
: - — —
Teraksananya Pemberian Penghargaan | Jumiah ASN yang Diberikan 15 15 169.043.521,00 15 180.181.860,00 15 180.051_710,00 15 322 552 500,83 15 322.418.407.87
bagi ASN Penghargaan (OCrang)
TR L L =R e L T T 38.182.052,00 24.700.527,00 24 601.677,00 44.233 740,44 44.215.360,38
Jasa bagi Pegawai
- - — —
Terlsksananya Pemberian Tanda Jasa | Jumlsh ASN yang Diberikan Tands 87 200 32.182.052,00 200 24.700.527,00 200 24 01.877,00 300 44233 740,44 300 44 215,360,383
bagi ASN Jasa (Orang)
i‘,gi' S =R e R 73.914.758,00 £84.773.380,00 94 704.626,00 160,658 545,00 160.585.014.73
. e Jumlah ASN yang Mendapatkan o £ 14 TEL 0o - y . - y y
Meningkatrya Disiplin ASN Parmbinaon Kediplinan. (Grang) 2513 2500 7201475000 | 2500 £4.773.300,00 | 2500 04704.628,00 | 2.500 160.858.545,00 | 2.500 189.588.014,73
5£.03.02.1.04.0008 - Peng=lolaan
Tt 46.354.103,00 48.410.053,00 40383 354,00 88467 408,88 88.430.720.75
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
- s =g o | Penyelessian Pelanggaran Disipiin 11 ] 46.384.102,00 5 49.419.053,00 4 40,383 354,00 3 88.467 480,88 2 88.430.720,75
‘enyelesaian Pelanggaran Disiplin ASMN o
ASM (Laporan)
- = —
L EL IR R R FEEE IR U D i 22.08 31,30 35782655800 | 33.80 681.403.900,00 | 3630 681.128.383.00 | 38.80 982770.030.52 | 41.30 982,486 185,10
kompetensi ASHN Kompetensinya (Persentase)
Al o=l e 357.826.558,00 681.403.800,00 681.128.383,00 082.770.0230,52 £82.486.195,10
Kompetensi ASN
= =
T A i = T Tom D sy 1 1 357.826.552,00 1 681.403.000,00 1 681.128.383,00 1 082.770.020,52 1 082 .486.195,10
Kapasitasnya Assessment Center (Dokumsn §
Jumlah Fungsional ASM yang
e 262 275 289 303 38 334
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Adminisirasi Diklat dan)| 1 1 1 1 1 1
Sertifikasi ASN (Dokumen )
Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan
Lanjutan ASH yang Dikelola 1 1 1 1 1 1
(Drokoumme=n)
e 103.381.851,00 235 204.488,00 35.124.880,00 322,282 522,51 322.200.507.28
Assessment Center
Terkelolanya Assessment Canter Jumizh Dokumen Pengslolaan 1 1 102.301.054,00 1 235 204.420,00 1 235.124.820,00 1 322282 523 51 ; 422 200,507 28
Assessment Center |Dokumen )
o Lty opeanoeen) 57.055.129,00 111.773.817.00 111.720.193,00 180.584.373,61 180.538.400.84

Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN { PROGRAM / BASELINE
OUTCOME | KEGIATAN / IND'“"&?L?TESICOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?&NR?Q:AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01} 02) (03) (04) (05) (06) (07) (08} (09) (10} (11) (12 (13 (14) (15)
. I Jumnlah Dokumen Hasil
Terhelolanya Administrasi Diklat dan Pengslalaan Administrasi Diklat dan| 1 1 57.055.129,00 1 111.773.817.00 1 111.720.123,00 1 160.584.373,61 1 160.538.400.04
Serifikasi ASN s o N
Sertifikasi ASN (Dokumen )
5.03.02.1.03.0004 - Pengelolaan 1mTE =
Ferr—rora 173.865.387,00 285.321.451,00 285.187.579,00 431.752.120,82 431.615.202.83
- Jumnlzh Dokumen Hasil Pendidikan
Teriaksananya Pengslolaan Pendidhan || jisan ASN yang Dikelola 1 1 172.885.387.00 1 285.321.451.00 1 285,187 570,00 1 431763.120.82 1 43181520283
Lanjutan ASM -
{Dokumsen)
o i U 22.614.091,00 40.104.143,00 48.088.731,00 £8.150.022,58 68.132.084,05
Fumgsional ASM
Meningkatnya Pembinaan Jabatan Jumizh Fungsicnal ASN yang 282 275 2261400100 | 288 4010414300 | 203 4008873100 | 318 334 £6.132.084.05
Fumgsional ASM Dibina (Orang)
Persentase Pengembamngan Karir
Meninghatnya tata kelola karir ASN ASN sesuai dengan Kompetensinya| 104,18 06,25 930.726.676,00 | ©6.50 985.250.318.00 | 96,75 99453137300 | 97.00 1781.846.060.05 | o725 1.780.006.285.27
|Persentase)
£.03.02.1.02 - Mutasi dan Promosi ASN 030.726.676,00 005 250.318,00 094.531.373,00 1.781.848 080,05 1.780.808.285 27
Jurmnlah Dokumen Hasil
Jumish ASN yang Dimutasi dan Promosi | Pengelolaan Promosi ASN 1 1 £19.638.285,00 1 876,842 266,00 1 £76.208.856,00 1 1.560.678.832,72 1 1.560.026.278.34
(Dokumen )
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi. Jabatan 4 1 4 1 4 1
Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN Antar Deerah
{Dokumen |
igﬁjz"'m'nm‘ gt 62.403.658,00 08482 174,00 08.421.025,00 176.315.725,28 176.242.426,46
Jurmlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Mutasi ASM yang Meliputi | Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan = - - - -
Petiiatran dabaton belakens dan | A ctass Jabaten Paaksans 1 1 92.403.658,00 1 08482 174,00 1 98.421.025,00 1 176.315.725,28 1 176.242 420,46
Mutasi ASN Antar Daerah dan Mutasi ASN Antar Daerah
[Dokumsn |
TR e B FEE 2T 2o 727.234.627.00 778.350.092,00 F77.787.831.00 1.303.363.107.44 1.302.783.851.88
Promosi ASN
Terlaksananya Pengelolaan Promosi Jumlsh Dekumen Hasil
= ¥ g Pengelolaan Promosi ASN 1 1 727.234.627,00 1 778.350.082,00 1 F77.787.831,00 1 1.393.363 107,44 1 1.392.783.851,88
(Dokumen )
= : 3 = :
i”""“‘h SE T E T TR IEnFE Tl 1 1 111.088.361,00 1 118.408.052,00 1 118.322 517,00 1 211.068.127.33 1 211.880.006.03
‘angkat Pangkat ASM (Laporan)
LS s E g 2 T 111.088.381,00 118.408.052,00 118.322.517.00 211.968.127.33 211.880.008.83
Kenaikan Pangkat ASM
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Jumnlah Pengelolaan Kenaikan . _— S . . -
Eomghat AEN Pangkat AGH (Laperam 1 1 111.088.391,00 1 118.408.052,00 1 118.322 517,00 1 211.968.127,33 1 211.880.008,83
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 936.760.468,00 2.248 580.800,00 2.247.823.420,00 3.577.116.861,46 4.076.336.207.83
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN
R SN heanne 938.760.408,00 2.248 580.800,00 2.947.823.420,00 3.577.118.861,46 4.076.336.207 83
£.03.5.04.0.00.01.00
- Persentase ASM yang 00 - BADAN
Meningkatrya layanan pengembangan
A - Mendapatakan Pengembangan KEPEGAWALAMN DAMN
I;Jmpszt::lsl dasar. kader, manajerial. dan o0 R an 13,23 8.34 30012232800 | 865 1.014761.761.00 | 928 1.014.462147.00 [ 10,08 158248560100 [ 1085 184217683161 [ Lo A
nd Fungsional (Persentase) SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
5.04.02 1,02 - Sertifkasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi Manajerial 620.819.872,00 1.413.702.867.00 1.413.201.552,00 2 781.831.552,46 2 581.315.201.83
dan Fungsional
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
OUTCOME f KEGIATAN | INDlKATOOUR.I.E:]TCOME ! TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?&P:QC:‘:_IAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN QUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (03) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (13)
Jumlah ASM yang Mengikuti
Jumiah ASM Yang Mendapatkan ;f:gi::ﬁ;ﬁ:ﬁ:;:s' bagi
Serifikat Pelatihan Manajerial, dan . A a1 530 380.122.328,00 550 1.014.761.761,00 500 1.014.462 147,00 638 1.582.485.801,00 620 1.842.176.931,61
Fimepcel Pirr'plr!an Tinggi. Ja.ba‘t?n
Fungsional, Kepemimginan, dan
Prajabatan (Orang)
5.04.02.1.02 0007 - Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi
Fimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan 380.122.328,00 1.014.761.761,00 1.014.462 147,00 1.582.485.801,00 1.842.176.931,61
Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
Jumnlzh ASM yang Mengikuti
Terselenggaranya Pengembangan - . _
Kompetensi bagi Fimpinan Daerah, ;i'?g;?:-;‘i’;mﬁ::gmﬂ'
Jabatan Fimpinan Tinggi. Jabatan Fimminan Tinaai J bata M 530 380.122.328.00 550 1.014.761.761,00 580 1.014.462.147,00 638 1.582 485.601.00 620 1.842.176.931.61
Fumgsional, Kepemimpinan, dan meinan Tinggl. aoatan
Prajabatan Fun.gslonal..l-\eperr‘lrr‘plnan. dan
Prajabatan (Crang)
Meningkatnya layanan pengembangan FEEETEIE LT
e e Mendapatakan Pengembangan 1047 34.80 315.840.626,00 75 834 878.223.00 40,89 834 621.868.00 4404 1.315.285.108,00 47.18 1.615.021.006.00
Kompetensi Teknis (Persentass)
Hlailiah =FarEaiE 315.040.626,00 £34.878.223,00 £34.621.858,00 1.315.285.108,00 1.515.021.006.00
Kompetensi Teknis
Jumiah Dokumen Hasil Pembinaan,
- y . Pengoordinasian, Fasilitasi,
LTI IR T (R Pen'?an:auan, Evaluasi, dan 0 1 315.040.626,00 1 834 878.223,00 1 £34 621.868,00 1 1.315.285.100,00 1 1.615.021.008,00
HKompetensi
Pelaporan Pengembangan
Kompetensi (Dokumean)
Jurnlah ASM yang Mengilkuti
Pengembangan Kompetensi 656 2200 2.400 2600 2.800 3.000
(Crang)
Jumlah Kebijakan Teknis dan
Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Filihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Unusan 0 1 1 1 1 1
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Diaerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum yang Disusun
{Dokumen)
Jumnlzh Standar Perangkat
Pembelajaran Pemerintahan Dalam
Meger Kompetensi Teknis umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatam
Administrasi Penyelenggara Urusan 0 1 1 1 1 1
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Diasrah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum yang Diswusun
(Dokumen}
5.04.02.1.01.0001 - Penyusunan
Kebijakan Teknis dan Rencana
Pengembangan Kompetensi Teknis
z = 3 "
Urmum. Infi, dan Pilihan bagi Jabatan 2.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000.00

Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Peranghkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Urnum
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
OUTCOME [ KEGIATAN | I"DIMTOOURT;):.:_-COME]‘ TAHUM 2026 2027 2028 2029 2030 PESAJ:E.L[:;AT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1) 02) (03) o4 (03} (08) (a7) {08} 03) 10} (11) 132) (13) (14} (13)
Jumilsh Kebijakan Teknis dan
Tersusunmya Kebijakan Teknis dan Remncana Pengembangan
Rencana Pengembangan Kompsetensi Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
Teknis Unmum, Inti, dan Filihan bagi Filihan bagi Jabatan Administrasi
Jabatan Administrasi Penyelenggara Penyslenggara Urusan o 1 9.000.000,00 1 20.000.000.00 1 20.000.000.00 1 35.000.000,00 1 35.000.000.00
Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Perangkat Daerash Penunjang. dam Daerah Penunjang, dan Urusan
Urusan Pemerintshan Umum Pemerintahan Umum yang Diswsun
{Dokumen)
5.04.02.1.01.0002 - Penyusunan Standar|
Perangkat Pembelajaran Pemerintaham
Dalam Megeri Kompetensi Teknisurmum,
TLEEnE i R R 9.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000.00
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Draerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Jumlah Standar Perangkat
Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam
Pembelajaran Pemerintahan Dalam Meger Kompetensi Teknis umum,
Megeri Kompetensi Teknisumum, [nti, Inti, dan Pilihan bagi Jabatam
dan PFilihan bagi Jabatan Adminisirasi Administrasi Penyelenggara Urusan o 1 2.000.000,00 1 20.000.000.00 1 20.000.000.00 1 35.000.000,00 1 35.000.000.00
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Fonkuran, Perangkat Dasrah Penunjang, | Dasrah Penunjang, dan Urusan
dan Urusam Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum yang Diswsun
(Dokumen}
5.04.02.1.01.0003 - Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis
Umurmn, Inti, dam Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan 202.940.626,00 T74.878.223,00 T74.621.868,00 1.210.285.100,00 1.410.021.008.00
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Draerah Penunjang, dan Urnusan
i n Umnum
Terselenggaranya Pengembangan
Kompetr T ST TS| i A5 yang Mengi
o i Pengembangan Kompetensi 658 2200 202 940 626,00 2.400 TT4.878.223.00 2.600 T74.621.868,00 2.800 1.210.285.100,00 3.000 1.410.021.008.00
‘enyelenggara Urusan Pemerintahan {Orang)
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
5.04.02.1.01.0004 - Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi
Teknisumum, Inti. dan Filihan bagi 5.000.000,00 20.000.000.00 20.000.000.00 35.000.000,00 35.000.000.00
Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daersh Penunjang. dam
Urusan Pemerintahan Umum
Terlaksananya Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Jumilsh Dokumen Hasil Pembinaan,
Pengembangan Kompstensi Pengoordinasian, Fasilitasi,
Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Pemantauan, Evaluasi, dan o 1 5.000.000,00 1 20.000.000.00 1 20.000.000.00 1 35.000.000,00 1 35.000.000.00
Jabatan Administrasi Penyelenggara Pelaporan Pengembangan
Urusan Pemerintahan Konkursn, Kompetensi (Dokurmnen)
Perangkat Daersh Penunjang. dam
Urusan Pemerintshan Umum
Msningkatriya layanan penjaminan mutu | Perseniase ASN yang Memiliki 313 348 231 807.544.00 | 382 30884000600 | 377 30873040500 | 383 B80.34505146 | 400 716.138.360,22

dan sertifikasi kompetensi

Sertifikasi Kompetensi (Persentase)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /{ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME § KEGIATAN | lNDlKﬁTOOuR.I.S:]TCOME L TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES;EPL[::&T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (03) (08) (07) (08} (09) (10 (11) (12) (13) (14) (13)
5.04.02.1.02 - Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi Manajerial 620.810.872,00 1.413.702.667,00 1.413.201.552,00 2.261.831.552.46 2861.315.201.83
dan Fungsional
- y - Jumlah Dokumen Pelaksanaan
LI T e S Kerja Sama Antar Lembaga 1 1 231.657.544,00 1 308, 540.006,00 1 308, 730.405.00 1 50,345,051 48 1 718.138.360.22
Kompetensi
(Dokumen)
Jumlzh Dokumen Hasil Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Femantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pengelolaan Kelembagaan dan
Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan < = = E = =
Kerja Sama, serta Pengambangan
Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
(Dokumen)
Jumlzh ASM Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 100 220 230 240 250 260
(Crang)
Jumilzh Dokumen Lembaga
Sertifikasi (Dokumen) v g g g £ Z
Jumlah Laporan Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi, dan = e : : = <
Sumber Belajar (Laporan)
5.04.02.1.02.0002 - Pengelolaan
Lembaga Serifikasi Penyelenggara 17.386.530,00 23.532.145,00 23.518.758,00 43.175.312,08 48.1681.520,28
Pemenntahan Dialam Megen Provinsi
Terkelolanya Lembaga Sertifikasi
:'eny\eleng;ara :'emﬁnuahan Dalam | Jumish Dokumen Lembaga 7 3 17.386.539,00 3 23.532.145,00 3 23.518.758,00 3 43.175.212,08 3 48.161.520,28
- — Sertifikasi (Dokumen)
Neger Provinsi
5.04.02.1.02.0003 - Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan 44 860.222,00 67.602.803,00 67.568.516.00 115.216.318.30 12618088177
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di | Jumlah ASN Provinsi dan
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 188 220 44 860.222,00 230 67.602.803,00 240 67.568.516,00 250 115.216.318,30 260 12518088177
Kabupaten/®ota (Crang)
5.04.02.1.02.0004 - Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga Pengembang 88.000.814,00 165.126.627,00 165.043 462,00 276.003.885,40 291.008.207,07
Kompetensi, dan Sumber Belajar
Terlaksananya Pengembangan il;nlgl:blglﬁgg;ar;;e‘:geldaan
Kelembagaan, Tenaga Pengembang . . 3 3 85.0008.814,00 3 165.1208.627,00 3 185.043.462,00 3 276.083.855.40 4 291.008.207.07
Kompetensi, dan Sumber Belajar Pengemibang Kompstensi, dan
! Sumber Belajar (Laporan)
AL =R e Tl 11.591.026,00 27.354.763,00 27.345.839,00 42.116.874.72 47.107.880,19
Sama Antar Lembaga
Terlaksananya Kerja Sama Antar Jumlzh Dokumen Pelaksanaan
Kerja Sama Antar Lembaga 1 1 11.591.026,00 1 27.254.763,00 1 27.245.820,00 1 42.116.874,72 1 47.107.680,19
Lembaga {Dokurnen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
OQUTCOME / KEGIATAN / I“DIKATOOURTESICOME]] TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?AJ:::ATT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1) (02) (03) (04) 03) (0s) (07) {08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (13)
5.04.02.1.02.0008 - Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang -
Kompetensi, Pengelolaan Sumber 70.048.843,00 115.324 468,00 115.262 830,00 182 743 560,96 207 680.060.9
Belajar, dan Kerja Sama, serts
Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Hepemimpinan, dan Prajabatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,
Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi.
Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan
FPemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Felaporan Pelaksanaan Sertifikasi,
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Pengelolaan Kelembagaan dan
Helembagaan dan Tenaga Pengembang | Tenaga Pengembang Kompetensi, .
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Pengeiolaan Sumber Belajar, dan 5 2 70.040.842,00 2 115.224.468,00 2 115.262.830,00 2 192.7432.560,08 2 207.680.080.9
Belajar, dan Kerja Sama, serta Kerja Sama, serta Pengambangan
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Kompetensi Pimpinan Daersh,
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimginan Tinggi,
Hepemimpinan, dan Prajabatan Kepemimpinan, dan Prajabatan
{Dokumen)
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4.4 Uraian Subkegiatan dalam mendukung program prioritas

pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional Nomor
3: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi sera untuk memastikan
keterpaduan dengan pencapaian 21 Program Prioritas Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berperan dalam pelaksanaan Misi 2, yaitu
memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan
terpacaya. Dukungan tersebut diarahkan terhadap Program Prioritas
Nomor 13, yakni Reformasi Birokrasi dan Mendukung Reformasi
Politik dan Hukum, yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas
aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Pelaksanaan subkegiatan prirotas BKPSDMD difokuskan
pada penguatan tata kelola manajemen ASN yang berbasis merit
melalui penguatan perencanaan kebutuhan ASN, peningkatan akurasi
manajamen kinerja, optimalisasi pengembangan kompetensi, serta
penguatan tata kelola pola karier dan pengembangan sistem
manajemen talenta secara terstruktur dan berkelanjutan, uraian
subkegiatan yang mendukung Program Pririts Pembangunan Daerah

disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembanguanan Daerah

NO PROGRAM PRICRITAS OUTCOME KEGIATAN/5UB KEGIATAN KETERANGAN
T 2 3 4 5
1. PROGRAM PRIORITAS
1 Reformas brick asi dan

mendukung reformasi politic
dan hukum

Meningkatnya ualitas layanzn
administrasi kepegawaizn

Program Kepegawaian daeran

Kegiatan Pengadaan, Pemgerhentian dan
Infarmas! Kepegawszian ASH

Sub Kegiatan £oordinasi dan Fasil tzsi Fengadaan
PNG dan PRFK

Meningkalid lala kelola karit AN

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan Pzrgelolaan Promasi ASH

Sub Kagiatan Pangelclaan £anaikan Pangkat ASH

Meningkatnya kualitas penilzian
kinerjz ASN

Kegiatan Penilzian dan Evaluasi Kinarja Aparatur

Sub Kegiatan Pzleksanaan Penilaizn dan Evaluasi
Kinarja Anaracur

Sub Kegiatan Pengelolsan Pzmoerian
Penghargaan bagi Pegawai

Maningkatnya pengembangar
hompelensi ASN

Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan Pzneelolaan Assessment Cenler

Sub Kegiatan Pzneelolaan Administrasi Diklat
dzn Sertifikasi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Pandidikan Lanjutan
ASN

Sub Kegiatan Pemainzan izbatan Fungsicral ASH

Prograr Pengembangan Sumzer Dayz Manusia

faningkatmya [ayanan pargembangan
kompetensi teknis

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Sub Kegiatan Pznyalergaaraan Pangambangan
Kotnpetens: Teknis Ui, Int dan Fil ban sagi
jabatan Administrasi Penyzlenggaran urusan
Pemerintahan {onkuren, Perarghkat Deerch
Penunjang dar Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
Fengemaangan Kompetersi Manzjerial dan
Fungsiana

Manirgkatnya layanan pargembangzn
kompetensi dasar, keder, manajerizl
dan furgsiona

Sub Kegiatan Penyzlergearaan Pengambangzn
Kompetens: bagi Fimpinan Daerch, Jakatan
Fimpiran Tingggi, Jakatan fungsioral,
Kepemimpinan, dan Frzjzhaten

Maningkatnya [ayanan parjaminan
mutu gan sertfikasi kompetensi

Sub Kegiatan Sertifikasi Komaetensi di
Lirgkungan Pemarintzh Provirsi dan
kabupatzn/Kota

Sub Keglatan Pelzksanaan Kerja 5ama Antar
lembaga
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4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD 2025-2029

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU),
BKPSDMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD. Sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB II bahwa
dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan
oleh BKPSDMD. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BKPSDMD
dengan RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus
menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagai
acuan, artinya indikator kinerja BKPSDMD harus diarahkan untuk
mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BKPSDMD yang

telah dicantumkan dalam tujuan RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD yang berkontribusi untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama

NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(1) (2 3 (4 (5 (6) (7) (8 (9 (10)

Nilai Kinerja Organisasi

Nilai | 98,92 | 98,33 | 98,94 | 98,95 | 98,96 | 98,97
Perangkat Daerah

Persentase ASN yang
memenui standar kinerja,

2 |kualifikasi Pendidikan, Persen |97,15%(97,25%(97,35% |97,45% |97,55%|97,65%
potensi, Integritas dan
Moralitas
Persentase ASN yang

3 |memenuhi kompetensi Persen |86,25%|86,45% |86,65% |86,85% [87,05% | 87,25%

sesuai dengan jabatan
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4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDMD 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah adalah tolok
ukur utama keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah dalam mencapai sasaran strategis dan tujuan pembangunan
daerah yang menjadi tanggung jawabnya. IKK ditetapkan untuk
mengukur hasil (outcome) dari program dan kegiatan strategis yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah, bukan hanya sekadar keluaran
(output). Dengan kata lain IKK Perangkat Daerah merupakan ukuran
kinerja utama yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah
berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan
Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD).

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan mengacu pada
indikator kinerja urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang
tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), mengingat indikator tersebut belum tercantum secara spesifik
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Dengan demikian, penetapan IKK dalam Renstra ini tetap
selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan berfungsi
untuk mengukur capaian kinerja utama BKPSDMD dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Adapun IKK BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat
dilihat pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci BKPSDMD

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KET

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

Rasio
Peegawai
Pendidikan
Tinggi dan
Menengah

Persentase

67,85%

67,95%

68,05%

68,15%

68,25%

68,35%

68,45%

Rumus Perhitungan:
Jumlah pegawai
menurut Pendidikan
Perguruan Tinggi ke atas
(tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

X

Seluruh jumlah pegawai
9tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)

Ket: Cakupan
perhitungan adalah
seluruh ASN diseluruh
Perangkat Daerah di luar
guru dan tenag
kesehatan
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
aparatur. Dokumen ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan,
strategi, serta langkah operasional penyelenggaraan fungsi penunjang
pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Renstra BKPSDMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam
upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan
daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025-2029.

Sebagai perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam
melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan
pengembangan kompetensi ASN, BKPSDMD berperan penting dalam
mendukung Misi Kedua Gubernur, yaitu “Memperkuat Sistem
Pemerintahan yang Responsif, Andal, dan Terpercaya.” Tujuan
Renstra ini adalah terwujudnya Implementasi Meritokrasi dalam

Manajemen ASN, dengan sasaran utama:

1. Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;

2. Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN Dengan Prinsip
Kinerja, Kualifikasi, Potensi, Integritas dan Moralitas ASN; dan

3. Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN dengan Prinsip

Kompetensi Aparatur.
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Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu,
Kinerja ASN, Kompetensi ASN, Potensi ASN, Kualifikasi ASN, serta
Integritas  dan Moralitas ASN, berdasarkan hasil pemetaan
permasalahan tersebut Isu strategis utama yang menjadi fokus
BKPSDMD adalah rendahnya Indeks Implementasi Meriotkrasi dalam
Manajemen ASN. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan
kualitas aparatur dalam 5 (lima) prinsip utama, yaitu kinerja,
kualifikasi, potensi, kompetensi, integritas dan moralitas aparatur.

Permasalahan-permasalahan tersebut telah dipetakan secara
komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDMD,
sehingga menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan
kapasitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, BKPSDMD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan
kinerja organisasi, memperkuat kapasitas aparatur, dan membangun
birokrasi daerah yang responsif, adaptif, serta mampu memberikan
pelayanan publik yang berkualitas, sehingga mendukung terwujudnya
pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing.

Pangkalpinang, 2026

KEPALA BADAN
KEPEGAWALSN-DAN-PENGEMBANGAN SDM DAERAH
TREPUL A\"INBAVGKA BELITUNG,
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LAMPIRAN
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Lampiran 1.1 Pohon Kinerja BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025-2029

Sumber: Subbag Perencanaan tahun 2025
Link: https://bit.ly/ RENSTRA2025-2029BKPSDMD

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | RENSTRA 2025-2029 | 127



Lampiran 1.2 Cascading BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025-2029

Sumber: Subbag Perencanaan tahun 2025
Link: https://bit.ly/ RENSTRA2025-2029BKPSDMD
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Lampiran 1.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR OUTCOME / BASELINE
PR e AN/ OUTPUT 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 EEH
TARGET | PAGU TARGET | PAGU TARGET | PAGU TARGET | PAGU TARGET | PAGU TARGET | PAGU
(1) (2) 3) ) (5) © T (7) ®) ©) (10 [ (11) (12 [ (13) a2 T (13)
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH
Program Penunjang Urusan 23.110.670.744,00 22.656.320.636,00 25.169.288.537,00 27.778.526.466,00 26.148.740.785,59 26.469.385.879,75
Pemerintah Daerah — —
Provinsi Nilai Sakip PD (BKPSDM) 80,35 82,5 169.092.700,00 | 82,75 148.943.392,00 83 158.757.334,00 | 83,25 158.642.652,00 | 83,5 284.199.378,56 | 83,75 284.081.229,57
Indeks Kepuasan Pelayanan
Internal (BKPSDM) 85,77 86 22.941.578.044,00 86,5 22.507.377.244,00 87 25.010.531.203,00 88 27.621.883.814,00 89 25.866.541.407,03 20 26.187.304.650,18
Kegiatan Perencanaan, Jumlah Dokumen
P da; P P
enganggaran, dan er HEERZ 7 7 169.092.700,00 7 148.943.392,00 7 158.757.334,00 7 158.642.652,00 7 284.199.378,56 7 284.081.229,57
Evaluasi Kinerja Perangkat |dan Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 2 2 133.482.100,00 2 115.910.258,00 2 130.225.189,00 2 130.123.894,00 2 234.024.066,48 2 230.919.709,29
Daerah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan |Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 1 15.736.300,00 1 15.646.595,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 17.000.000,00 1 20.000.000,00
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat J‘flmla,h Laporan Evaluasi 4 4 19.874.300,00 4 17.386.539,00 4 18.532.145,00 4 18.518.758,00 4 33.175.312,08 4 33.161.520,28
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanan
Keuangan Perangkat Keuangan 85,77 86 17.930.778.444,00 86,5 18.078.026.952,00 87 18.460.501.867,00 88 18.737.409.395,00 89 19.018.470.536,00 20 19.303.747.594,00
Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 94 95 17.930.778.444,00 101 Rp 18.078.026.952 101 18.460.501.867,00 101 18.737.409.395,00 101 19.018.470.536,00 101 19.303.747.594,00
Tunjangan ASN
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanna
ﬁ:::f:“’a““ Eexanziati e peeawaian o o - 1 Rp 2.000.000 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pake Pakaian Dinas
Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan [o] o] - 1 Rp 2.000.000 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00 1 2.000.000,00
Kelengkapannya (Paket)
Kegiatan Administrasi Survey Kepuasan Pelayanan
Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum 85,77 86 507.997.700,00 86,5 600.097.447,00 87 689.866.748,00 88 687.366.961,00 89 1.232.544.984,38 20 1.232.030.090,55
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 30 30 119.998.000,00 30 Rp 126.092.310 30 148.257.160,00 30 148.150.063,00 30 265.402.496,65 30 265.292.162,26
Bangunan Kantor Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik |Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor Kantor yang Disediakan 7 7 29.962.100,00 7 Rp 28.977.565 7 30.886.908,00 7 30.864.596,00 7 55.292.186,80 7 55.269.200,47
Penyediaan Barang Cetakan |Jumlah Paket Barang
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 20 20 38.363.100,00 20 Rp 57.955.129 20 61.773.817,00 20 61.729.193,00 20 110.584.373,61 20 110.538.400,94
ang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan |Jumlah Dokumen Bahan
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan 3 3 12.300.000,00 3 Rp 5.795.513 3 6.177.382,00 3 6.172.919,00 3 11.058.437,36 3 11.053.840,09
Undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan/Material |[Jumlah Paket
Bahan/Material yang 5 5 176.374.500,00 5 Rp 151.865.387 5 183.321.451,00 5 181.187.579,00 5 325.753.120,82 5 325.615.202,83
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi 12 12 14.000.000,00| 12 Rp 11se1.026| 12 1235476300 12 12.345.839,00) 12 2.11687472| 12 22.107.680,19
Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Penye_leng,garaan Rapat . 12 12 117.000.000,00 12 Rp 217.820.517 12 247.095.267,00 12 246.916.772,00 12 442.337.494,42 12 442.153.603,77
SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
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Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah
(BMD) Penunjang Urusan

N . o o 0,00 2 4.000.000 2 1.900.000.000 2 4.002.000.000 2 4.000.000 2 4.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang
Pemerintah Daerah Diadakan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan
Mesi X X s 0 0 0,00 1 2.000.000 100 1.700.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
esin Lainnya Mesin Lainnya yang
Pengadaan Gedung Kantor |Jumlah Gedung Kantor atau
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainya yang 0 0 0,00 1 2.000.000 1 200.000.000 1 4.000.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000
disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa |Jumlah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 3 3 3.160.251.000,00 3 2.780.060.522,00 3 2.846.233.886,00 3 3.081.981.985,00 3 3.619.007.161,75 3 3.655.835.748,66
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan
12 12 14.993.000,00 12 13.909.231,00 12 14.825.716,00 12 14.815.006,00 12 26.540.249,67 12 26.529.216,23
Menyurat Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
Komunikasi, Sumber Daya |Jasa Komunikasi, Sumber
. ot . . 12 12 500.000.000,00 12 579.551.291,00 12 617.738.170,00 12 617.291.929,00 12 1.105.843.736,08 12 1.105.384.009,43
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan |Jumlah Laporan Penyediaan
Umum Kantor Jasa Pelayana%q Ur.rlum 12 12 2.645.258.000,00 12 2.186.600.000,00 12 2.213.670.000,00 12 2.449.875.050,00 12 2.486.623.176,00 12 2.523.922.523,00
Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Jumlah BMD Penunjang
B: Milik D: h P rintah D: h
arang aera UG LT N A T 10 10 1.342.550.900,00 | 10 1.043.192.323,00 | 10 1.111.928.702,00 | 10 1.111.125.473,00 | 10 1.990.518.724,90 | 10 1.989.691.216,97
Penunjang Urusan Yang Dipelihara
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Jumlah Unit Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan  |Lapangan yang Dipelihara 7 7 151.781.600,00 7 231.820.516,00 7 247.095.267,00 7 246.916.772,00 7 442.337.494,42 7 442.153.603,77
Perizinan Kendaraan Dinas |dan Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan |Perizinannya
Pemeliharaan / Rehabilitasi |Jumlah Unit Gedung Kantor
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya yang 3 3 891.000.000,00 3 579.551.291,00 3 617.738.16800 3 617.291.92900 | 3 110584373606 | 3 1.105.384.009,43
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan / Rehabilitasi [Jumlah Unit Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Gedung Kantor
Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang 121 121 299.769.300,00 121 231.820.516,00 121 247.095.267,00 121 246.916.772,00 121 442.337.494,42 121 442.153.603,77
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
URUSAN PEPEGAW AIAN
Program Kepegawaian 2.092.431.174,18 2.597.370.705,00 2.972.582.412,00 2.970.651.803,00 5.084.322.339,70 5.082.333.378,39
Dacsa Persentase perencanaan
kebutuhan yang sesuai 95,60%| 96% 626.435.685,18 | 96,50% 923.357.907,00 | 97% 885.070.538,00 | 97,50% 884.431.185,00 | 98% 1.584.408.671,28 | 98,50% 1.583.749.993,35
dengan formasi
Persentase ASN yang
ditingkatkan 22,08%| 28,80% 371.021.889,00 | 31,30% 357.826.558,00 | 33,80% 681.403.900,00 | 36,30% 681.128.383,00 | 38,80% 982.770.039,52 | 41,30% 982.486.195,10
kompetensinya
Persentase pengembangan
karir ASN sesuai dengan
kompetensinya 104,18%| 96% 945.036.500,00 | 96,25% 930.726.676,00 | 96,50% 995.250.318,00 | 96,75% 994.531.373,00 | 97% 1.781.646.960,05 | 97,25% 1.780.906.285,27
Persentase pegawai dengan
99,83%| 99,89% 149.937.100,00 | 99,91% 385.459.564,00 | 99,92% 410.857.656,00 | 99,94% 410.560.862,00 | 99,95% 735.496.668,85 | 99,97% 735.190.904,67

SKP bernilai baik
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Kegiatan Pengadaan,

Jumlah Pegawai Yang

Pemberhentian dan Terpenuhi Sesuai Formasi 507 2567 181.312.055,18 10 180.287.164,00 10 156.991.978,00 10 156.878.571,00 10 281.039.127,08 10 280.922.292,16
- HE n Jumlah Data dan
ASN
Kepegawaian yang Akurat 6358 6358 130.904.880,00 6358 127.501.284,00 6358 135.902.397,00 6358 135.804.225,00 6358 243.285.621,94 6358 243.184.482,07
Jumlah Lembaga Profesi
ASN yang Difasilitasi 1 1 314.218.750,00 1 615.569.459,00 1 592.176.163,00 1 591.748.389,00 1 1.060.083.922,26 1 1.059.643.219,12
Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil
Kebutuhan, Jenis dan Penyusunan Rencana
Jumlah Jabatan Untulk Kebutuhan, Jenis dan 1 1 30.661.860,00 1 25.361.164,00 1 27.032.222,00 1 27.012.695,00 1 48.391.721,89 1 48.371.604,25
Pelaksanaan Pengadaan Jumlah Jabatan untuk
ASN Pelaksanaan Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan
Pengadaan PNS dan PPPK Koordinasi dan Fasilitasi 1 1 109.435.185,18 1 99.303.722,00 1 81.331.407,00 1 81.272.655,00 1 145.595.386,29 1 145.534.858,68
Pengadaan PNS dan PPPK
Perumusan Bahan Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan Pemberhentian | Perumusan Bahan Kebijakan 1 1 13.348.100,00 1 17.015.626,00 1 18.136.793,00 1 18.123.691,00 1 32.467.572,09 1 32.454.074,52
ASN Pemberhentian ASN
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil
Administrasi Pemberhentian |Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi 1 1 27.866.910,00 1 38.606.652,00 1 30.491.556,00 1 30.469.530,00 1 54.584.446,81 1 54.561.754,71
Pemberhentian
Fasilitasi Lembaga Profesi Jumlah Lembaga Profesi ASN
ASN yang Difasilitasi 1 1 314.218.750,00 1 615.569.459,00 1 592.176.163,00 1 591.748.389,00 1 1.060.083.922,26 1 1.059.643.219,12
Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil
Informasi Kepegawaian Pengelolaan Sistem 1 1 70.820.000,00 1 69.546.155,00 1 74.128.580,00 1 74.075.032,00 1 132.701.248,33 1 132.646.081,13
Informasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil
Kepegawaian Pengelolaan Data 12 12 60.084.880,00 12 57.955.129,00 12 61.773.817,00 12 61.729.193,00 12 110.584.373,61 12 110.538.400,94
Kepegawaian
Kegiatan Pengembangan Jumlah ASN yang
LSOy L4 il L3 1404 1831 371.021.889,00 | 1990 357.826.558,00 | 2149 681.403.900,00 | 2308 681.128.383,00 | 2467 982.770.039,52 | 2626 982.486.195,10
Pengelolaan Assessment Jumlah Dokumen
Center Pengelolaan Assessment 1 1 116.951.889,00 1 103.391.951,00 1 235.204.489,00 1 235.124.880,00 1 322.282.522,51 1 322.200.507,28
Pengeloaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil
Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Administrasi 1 1 55.300.000,00 1 57.955.129,00 1 111.773.817,00 1 111.729.193,00 1 160.584.373,61 1 160.538.400,94
Diklat dan Sertifikasi ASN
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil
Lanjutan ASN Pendidikan Lanjutan ASN 1 1 190.000.000,00 1 173.865.387,00 1 285.321.451,00 1 285.187.579,00 1 431.753.120,82 1 431.615.202,83
yang Dikelola
Pembinaan Jabatan Jumlah Fungsional ASN yang
Fungsional ASN Dibina 262 120 8.770.000,00 275 22.614.091,00 289 49.104.143,00 303 49.086.731,00 318 68.150.022,58 334 68.132.084,05
Kegiatan Mutasi dan Jumlah ASN yang Dimutasi
Promosi ASN dan Promosi 281 340 878.323.600,00 345 819.638.285,00 350 876.842.266,00 355 876.208.856,00 360 1.569.678.832,72 365 1.569.026.278,34
Jumlah ASN yang dikelola
kenaikan pangkat 1176 1190 66.712.900,00 1193 111.088.391,00 1196 118.408.052,00 1199 118.322.517,00 1200 211.968.127,33 1200 211.880.006,93
Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan 1 1 82.567.900,00 1 92.403.658,00 1 98.492.174,00 1 98.421.025,00 1 176.315.725,28 1 176.242.426,46
Pelaksana dan Mutasi ASN
Antar Daerah
Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan
Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 1 1 66.712.900,00 1 111.088.391,00 1 118.408.052,00 1 118.322.517,00 1 211.968.127,33 1 211.880.006,93
Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil 1 1 795.755.700,00 1 727.234.627,00 1 778.350.092,00 1 777.787.831,00 1 1.393.363.107,44 1 1.392.783.851,88

Pengelolaan Promosi ASN
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Kegiatan Penilaian dan

Jumlah ASN yang Terbina

P N 6358 6358 149.937.100,00 6358 385.459.564,00 6358 410.857.656,00 6358 410.560.862,00 6358 735.496.668,85 6358 735.190.904,67
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan [Jumlah Dokumen Hasil
Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan Penilaian dan 1 1 37.172.400,00 1 57.955.129,00 1 61.773.817,00 1 61.729.193,00 1 110.584.373,61 1 110.538.400,94
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan
Penghargaan bagi Pegawai |Penghargaan 15 5 28.648.100,00 15 169.043.521,00 15 180.181.869,00 15 180.051.710,00 15 322.552.500,93 15 322.418.407,87
Pengelolaan Tanda Jasa bagi|Jumlah ASN yang Diberikan
Pegawai Tanda Jasa 697 200 19.795.600,00 300 38.182.052,00 300 24.709.527,00 300 24.691.677,00) 300 44.233.749,44 300 44.215.360,38
Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang
Mendapatkan Pembinaan 2513 2000 33.374.600,00 2500 73.914.759,00 2500 94.773.390,00 2500 94.704.928,00 2500 169.658.545,99 2500 169.588.014,73
Kedisiplinan
Pengelolaan Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil
Pelanggaran Disiplin ASN | Pengelolaan Penyelesaian 11 7 30.946.400,00 6 46.364.103,00 5 49.419.053,00 4 49.383.354,00 3 88.467.498,88 2 88.430.720,75
Pelanggaran Disiplin ASN
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
e ensembansas 3.586.134.786,00 936.760.498,00 2.248.580.890,00 2.247.823.420,00 3.577.116.661,46 4.076.336.297,83
Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang
mendapatkan
" 10,47%| 31,46% 749.098.735,00 | 34,60% 315.940.626,00 | 37,75% 834.878.223,00 | 40,89% 834.621.868,00 | 44,04% 1.315.285.109,00 | 47,18% 1.515.021.006,00
teknis
Persentase ASN yang
mendapatkan
i 13,23%| 5,98% 2.580.348.524,00 8,34% 389.122.328,00 8,65% 1.014.761.761,00 | 9,28% 1.014.462.147,00 | 10,03% 1.592.485.601,00 | 10,85% 1.842.176.931,61
dasar, manajerial, dan
fungsional
Persentase ASN yang
memiliki sertifikasi 3,13%| 1,89% 256.687.527,00 | 3,46% 231.697.544,00 | 3,62% 398.940.906,00 | 3,77% 398.739.405,00 | 3,93% 669.345.951,46 | 4,09% 719.138.360,22
kompetensi
Kegiatan Pengembangan Jumlah ASN Yang Memiliki
Kompetensi Teknis Sertifikat Kompetensi 666 2000 749.098.735,00 2200 315.940.626,00 2400 834.878.223,00 2600 834.621.868,00 2800 1.315.285.109,00 3000 1.515.021.006,00
Teknis
Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis
Teknis dan Rencana dan Rencana Pengembangan
Pengembangan Kompetensi |Kompetensi Teknis Umum,
Teknis Umum, Inti, dan Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Administrasi Penyelenggara |Urusan Pemerintahan o) (o] 0,00 1 9.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Konkuren, Perangkat Penunjang, dan Urusan
Daerah Penunjang, dan Pemerintahan Umum yang
Urusan Pemerintahan Disusun
Umum
Penyusunan Standar Jumlah Standar Perangkat
Perangkat Pembelajaran Pembelajaran Pemerintahan
Pemerintahan Dalam Negeri [Dalam Negeri Kompetensi
Kompetensi Teknis umum, Teknis umum, Inti, dan
Inti, dan Pilihan bagi Pilihan bagi Jabatan
Jabatan Administrasi Administrasi Penyelenggara o o 0,00 1 9.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
Penyelenggara Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Konkuren, Konkuren, Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang
Pemerintahan Umum Disusun
Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Mengikuti
Pengembangan Kompetensi [Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan
Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan 666 2000 749.098.735,00 2200 292.940.626,00 2400 774.878.223,00 2600 774.621.868,00 2800 1.210.285.109,00 3000 1.410.021.006,00

Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | RENSTRA 2025-2029 | 132




Pembinaan,
Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknisumum,
Inti, dan Pilihan bagi

Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi

Jabatan Administrasi 0 0 0,00 1 5.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 35.000.000,00 1 35.000.000,00
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Kegiatan Sertifikasi, Jumlah ASN Yang
Kelembagaan, Mendapatkan Sertifikat
Pengembangan Kompetensi |Pelatihan Manajerial, dan 841 380 2.580.348.524,00 530 389.122.328,00 550 1.014.761.761,00 590 1.014.462.147,00 638 1.592.485.601,00 690 1.842.176.931,61
Manajerial dan Fungsional |Fungsional
Jumlah ASN yang
tersertifikasi kompetensi 199 120 256.687.527,00 220 231.697.544,00 230 398.940.906,00 240 398.739.405,00 250 669.345.951,46 260 719.138.360,22
Pengelolaan Lembaga Jumlah Dokumen Lembaga
Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi
. . 7 1 16.115.400,00 3 17.386.539,00 3 23.532.145,00 3 23.518.758,00 3 43.175.312,08 3 48.161.520,28
Pemerintahan Dalam Negeri
Provinsi
Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah ASN Provinsi dan
Kompetensi di Lingkungan | Kabupaten/Kota yang 199 120 27.729.777,00| 220 44.660.222,00| 230 67.602.903,00| 240 67.568.516,00| 250 115.216.318,30| 260 125.180.891,77
Pemerintah Provinsi dan Tersertifikasi
Kabupaten /Kota
Pengelolaan Kelembagaan, |Jumlah Laporan Pengelolaan
Tenaga Pengembang Kelembagaan, Tenaga
Kompetensi, dan Sumber Pengembang Kompetensi, 3 4 81.424.000,00 3 88.009.814,00 3 165.126.627,00 3 165.043.462,00 3 276.093.885,40 4 291.008.207,07
Belajar dan Sumber Belajar
Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Dokumen
Antar Lembaga Pelaksanaan Kerja Sama 1 1 8.562.000,00 1 11.591.026,00 1 27.354.763,00 1 27.345.839,00 1 42.116.874,72 1 47.107.680,19
Antar Lembaga
Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Mengikuti
Pengembangan Kompetensi |Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah, bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, 841 380 2.580.348.524,00 530 389.122.328,00 550 1.014.761.761,00 590 1.014.462.147,00 638 1.592.485.601,00 690 1.842.176.931,61
Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Kepemimpinan, dan
Prajabatan Prajabatan
Pembinaan, Jumlah Dokumen Hasil
Pengoordinasian, Fasilitasi, |Pembinaan, Pengoordinasian,
Pemantauan, Evaluasi, dan [Fasilitasi, Pemantauan,
Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi, dan Pelaporan
Sertifikasi, Pengelolaan Pelaksanaan Sertifikasi,
Kelembagaan dan Tenaga Pengelolaan Kelembagaan
Pengembang Kompetensi, dan Tenaga Pengembang
Pengelolaan Sumber Kompetensi, Pengelolaan 5 5 122.856.350,00 2 70.049.943,00 2 115.324.468,00 2 115.262.830,00 2 192.743.560,96 2 207.680.060,91

Belajar, dan Kerja Sama,
serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Sumber Belajar, dan Kerja
Sama, serta Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
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Lampiran 1.4. Kertas Kerja Intervensi Program Prioritas

NO. INTERVENS! PROGRAM PRIORITAS DAERAH PERANGKAT LOKUS DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
DAERAH PERANGKAT DAERAH

MISI 2: Memperkuat si pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya
1 Penerapan meritokrasi dalam Manajemen ASN,

melalui :

Sistem Perekrutan dan Promosi yang Objektif BKPSDMD [ASN PROVINSI PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPULAUAN

BANGKA

BELITUNG

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi
Pengadaan PNS dan PPPK

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat
ASN

Penilaian Kinerja Berbasis Prestasi BKPSDM  |ASN PROVINSI PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan
Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian
Penghargaan bagi Pegawai

Manajemen Talenta BKPSDM  |ASN PROVINSI Kegiatan Pengembangan Kompetensi
KEPULAUAN ASN

BANGKA Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
BELITUNG

Sub Kegiatan Pengeloaan Administrasi Diklat
dan Sertifikasi ASN

Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan
Lanjutan ASN

Subkegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional
ASN

Pengembangan Kompetensi ASN BKPSDM ASN PROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
KEPULAUAN DAYA MANUSIA

BANGKA
BELITUNG

Kegiatan Pengembangan Kompetensi
Teknis

Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sub Kegiatan Sertifikasi Kompetensi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama Antar
Lembaga
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9 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
) KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELTUNG,
KEL AIRITAM, PANGKALPINANG



